
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
NOMOR PER- .; jPBj2018 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018 

Menimbang 

Mengingal 

D1REKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor IIjPMK02j2018 tcntang 
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018, perlu 
menetapkan Pcraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
ten tang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi 
Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun 
Anggaran 2018 , 

L Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ; 

2. 

3 . 

4 . 

5. 

6. 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tcntang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);); 

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 244) ; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92jPMK.05j20 II 
ten tang Reneana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan 
Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 363) ; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194jPMK.05j2014 
Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka 
Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai 
Dengan Akhir Tahun Anggaran se bagaimana telah diu bah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
243jPMK.05j2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1957) ; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94jPMK.02j2017 
tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana 
Kerja Dan Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga Dan 
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita 
Negara Rcpu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985), 
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Menetapkan 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 
ten tang Administrasi Pengelolaan Hibah (BeriLa Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99) , 

8 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 
ten tang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan 
Dana, dan Perencanaan Kas (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1845); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 
tentang Tata Cara Revisi Anggaran TahLln Anggaran 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 220) , 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS REVISI ANGGARAN YANG 
MENJADI KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL 
PERBENDAHARAAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang 
telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 20 I 8 
dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
Tahun Anggaran 2018. 

2 . Oaf tar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang 
disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 
Anggaran. 

3 DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak 
secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai 
informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan 
dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi 
sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan saLuan kerja. 

4 Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian 
adalab perangkat Pemerintah yang membidangi urusan 
tertentu dalam pemerintahan. 

5 Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi 
lain pengguna anggaran yang dibentuk ullluk 
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alau 
peraturan perundang-undangan lainnya. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang 
selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana 
keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun 
menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. 

7 Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian 
dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lcmbaga yang 
melaksanakan 1 (satu) atau bcberapa program/kegiatan dan 
membebani dana APBN. 

8. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya 
mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasCl l4 
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tertentu Kementerian/ Lembaga yang berisi komponen 
kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator 
kinerja yang terukur. 

9 . Keluaran (output) adalah prestasi kerja berupa barang atau 
jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan 
untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program 
serta kebijakan. 

10. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK 
adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan 
dalam media penyimpanan digital. 

11 . ADK DlPA adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang 
merupakan hasil keluaran dari Aplikasi RKA-K/L DlPA. 

12 . Direktorat .Ienderal Anggaran yang selanjutnya disingkat 
D.IA adalah salah satu direktorat jenderal pada Kementerian 
Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta 
mclaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 
penganggaran . 

13. Direktorat .Ienderal Perbendaharaan yang selanjutnya 
disebut D.IPb adalah salah satu direktorat jenderal di 
Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas pokok 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 
standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara. 

14 . Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah unit eselon II pada 
Direktorat .Ienderal Pcrbendaharaan yang mempunyai tugas 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, 
monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran. 

15. Kantor Wilayah Direktorat .Ienderal Perbendaharaan, yang 
selanjutnya disebut Kanwil D.IPb adalah instansi vertikal 
Direktorat .Ienderal Perbendaharaan yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Direktur .Ienderal 
Perbendaharaan. 

16. Kantor Pelayanan Perbcndaharaan Negara yang selanjutnya 
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat .Ienderal 
Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kanwil DJPb. 

17. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU 
adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 

18. DlPA Petikan pad a BLU yang selanjutnya disebut DlPA 
Petikan BLU adalah DIPA per BLU yang dicetak secara 
otomatis melalui sistem digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan BLU dan pencairan dana/pengesahan 
bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum 
Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan 
dari DIPA Induk. 

19. Ambang batas I1cksibilitas belanja yang selanjutnya disebut 
ambang batas adalah besaran persentasc realisasi belanj7 
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yang dipcrkenankan melebihi anggaran dalam DIPA Petikan 
BLU. 

20. Lanjutan Pinjaman Proyek/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau 
Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) adalah penggunaan 
kembali sisa alokasi anggaran yang bersumber dari 
PHLN/PHDN yang tidak terserap. termasuk lanjutan dalam 
rangka pelaksanaan Kegiatan pemberian hibah dan 
Pemberian Pinjaman_ 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal2 

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai: 

a_ Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat 
Pelaksanaan Anggaran; 

b. Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb; 
c. Revisi Anggaran DIPA Petikan BLU yang sumber dananya 

dari PNBP BLU; 
d. Penyampaian dan Pengesahan Revisi Anggaran pada 

Direktorat ,jenderal Perbendaharaan; dan 
e . Proses penatausahaan Revisi Anggaran pada KPPN. 

BAB III 

REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN 
DlREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

Pasal3 

Revisi Anggaran yang mcnjadi kewenangan DJPb. meliputi Revisi 
Anggaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah, 
meliputi: 

I . lanjutan 
dananya 
dan/atau 

pelaksanaan kegiatan 
bersumber dari PHLN 

tahun lalu yang 
dan/ atau PHDN; 

2 . penambahan dan/atau pengurangan penerimaan hibah 
langsung. 

b. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap berupa 
pergeseran anggaran antarkeluaran (output) dalam 1 (satu) 
Kegiatan atau antar Kegiatan sepanjang besaran anggaran 
yang digeser tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total 
pagu anggaran keluaran (output) yang direvisi. dan tidak 
mengurangi volume keluaran (output) yang direvisi. 

c_ Besaran anggaran yang digeser tidak lebih dari IO'Yo 
(sepuluh persen) dari total pagu anggaran keluaran (output) 
yang direvisi sebagaimana dimaksud pada huruf b 
merupakan: 

1. pagu anggaran keluaran (output) terakhir; dan/atau 
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2 . pagu anggaran pel' keluaran (output). 

d . Revisi Anggaran yang sllmber dananya dari PNBP BLU 
untuk Satker BLU, mehputi : 

1. Penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN; 
dan/atau 

2 . Pergeseran anggaran bclanja dalam hal pagu tetap. 

e. revisi administrasi yang dilakukan dengan menggunakan 
aplikasi RKA-K/L DIPA, dan revisi administrasi yang dapat 
dilakukan secara otomatis. 

Pasal4 

Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan DJPb sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3, berupa: 

a . pergeseran anggaran antarSatker dalam wilayah kerja 
Kanwil DJPb yang berbeda, termasuk Satker perwakilan di 
luar negeri, diproses di Direktorat Pelaksanaan Anggaran, 
DJPb; 

b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Satker atau antarSatker 
dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPb, diproses di 
Kanwil DJPb. 

BABIV 

REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN 
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 

Pasa] 5 

Revisi Anggaran yang menjadi 
Pelaksanaan Anggaran sebagaimana 
huruf a, meliputi: 

kewenangan Direktorat 
dimaksud dalam Pasal 4 

a . Pergeseran anggaran antarSatker dalam wilayah kerja 
Kanwil DJPb yang berbeda, termasuk Satker Perwakilan di 
luar negeri, dalam rangka: 

1 Memenuhi kebutuhan biaya operasional; 

2. Memenuhi kebutuhan selisih kurs; 

3. Penyelesaian tunggakan tahun 2017; 

4. Perubahan prioritas penggunaan anggaran. 

b . Pergeseran anggaran antar satuan kerja perangkat daerah , 
antarKegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan 
bersama, dan/ atau dekonsentrasi dalam 1 (satu) lokasi 
sepanjang tidak terjadi perubahan kewenangan; 

c Pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Slsa 
anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola 
antarSatker dalam wilayah kerja Kanwil DJPb yang berbeda 
sepanjang untuk menambah volume keluaran (output) yang 
sama atau volume keluaran (output) yang lain; 

d . Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program antarwilayah 
kerja KanwiI DJPb dalarn rangka penyelesaian pagu minus; 
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e . Revisi anggaran dalam hal pagu tetap yang tidak dapat 
dikategorikan sebagai revisi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a sampai huruf d; dan/ atau 

f Revisi administratif yang memerlukan persetujuan pejabat 
Eselon I K/L dan berada pada wilayah Kanwil DJPb yang 
berbeda, meliputi: 

l. 

2 . 

3 . 

4 . 

5 

6 . 

perubahan/penambahan nomor register PHLN; 

peru bahan / penam bahan nomor register SBSN, 

perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/PHDN, 
termasuk pemberian pinjaman, 

perubahan/penambahan cara penarikan SBSN; 

pencantuman/perubahan/penghapusan 
halaman IV.B DIPA; 

catatan 

revisi administratif di luar angka 1 sampai dengan 
angka 5 sepanjang tidak menyebabkan perlunya 
pencetakan ulang DIPA lama atau pencetakan DIPA 
baru. 

Pasal6 

(1) Dalam hal revisi administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf f memerlukan pemutakhiran (updating) 
referensi, Direktorat Pdaksanaan Anggaran menghubungi 
unit Pengelola Data Referensi (PDR) untuk melakukan 
pemutakhiran (updating) referensi. 

(2) Pemutakhiran (updating) referensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui HAl DJPb atau sarana 
informasi lain. 

(3) Sarana informasi lain sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) 
diatur lebih lanjut oleh Direktur Sistem Informasi dan 
Teknologi Perbendaharaan. 

(4) Permintaan pemutakhiran (updating) referensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: 

a . Surat permintaan p<.;mutakhiran (updating) referensi 
dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagaimana 
format yang tercantum pada Lampiran I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini ; dan 

b. softcopy dokumen hasil validasi data RKAKL dad 
Aplikasi CW dalam hal revisi administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1 sampai 
dengan 4 . 

(5) Permintaan pemutakhiran (updating) referensi melalui HAl 
DJPb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan 
akun surel dengan domain kemenkeu.go.id yang telah 
terdaftar di HAL DJPb. 

(6) Setelah memperoleh kC:1firmasi dari Unit PDR, Direktorat 
Pelaksanaan Anggaran rr,engunggah (upload) ADK revisi 
sebagaimana pad a ayat (1) ke dalam Aplikasi Custom Web. 
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(7) Mekanisme pemutakhiran (updating) referensi melalui HAl 
DJPb tercantum padaLalilpiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

BABV 

REVISI ANGGARANYANG MENJADI KEWENANGAN 
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL 

PERBENDAHARAAN 

Pasal 7 

Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: 

a . lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber 
dari PHLN danl atau PHDN; 

b. penambahan danl atau pengurangan penerimaan hibah 
langsung; 

c. perubahan anggaran· bclanja bersumber dari PNBP berupa 
penggunaan anggaran·belanja yang bersumber dari PNBP di 
atas pagu APBN untuk Satker BLU; 

d. perubahan prioritas penggunaan anggaran sepanjang tidak 
mengurangi volume keillaran (output) dalam 1 (satu) wilayah 
kerja Kanwil DJPb, termasuk: 

1. pergeseran anggaran terkait detil belanja pegawai 
dalam komponen 001 dalam rangka memenuhi 
kebutuhan Belanja Operasional Satker; 

2 . pergeseran anggcsan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan selisih kurs; 

3_ pergeseran anggaran dalam rangka pembayaran 
tunggakan tahun 2017; 

4. pergeseran anggaran untuk Kegiatan tugas 
pembantuan dan urusan bersama, danl atau 
dekonsentrasi sepanjang tidak mengubah lokasi 
dan/atau kewenangan; dan/atau 

5 . penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa 
Anggaran swakelola dalam 1 (satu) Satker untuk 
meningkatkan volume keluaran (output) pada Kegiatan 
yang sarna atau meningkatkan volume keluaran 
(output) pada Kegiatan lain dalam Program yang sarna. 

e. pergeseran anggaran dalam 1. (satu) wilayah kerja Kanwil 
DJPb dalam rangka penyelesaian pagu minus tahun 
anggaran 2017 danl atau tahun anggaran 2018; 

f. revisi anggaran dalam hal pagu tetap yang tidak dapat 
dikategorikan sebagai 1 evisi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a sampai dengan huruf e ; 

g_ pergeseran anggaran belanja dalam hal pagu tetap untuk 
Satker pengguna PNBP selain Satker pengguna PNBP yang 
menerapkan kebijakan penggunaan PNBP terpusat; 

h. pergeseran anggaran bclanja dalam hal pagu tetap untuk 
Satker BLU; dan/atau 

1_ revisl administrasi yang disebabkan oleh kesalahan ~ 
administrasi berupa: 't/' 
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l. ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan 
akuntansi sepanjang dalam peruntukkan dan sasaran 
yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan 
jenis belanja; 

2 . ralat kode KPPN sepanjang Satker terse but belum 
melakukan realisasi belanja dan/ atau pendapatan 
pada KPPN sebelumnya. 

3 . ralat kode lokasi Satker dan/ atau lokasi KPPN; 

4. perubahan rencana penarikan dana/atau rencana 
penerimaan dalam halaman 1Il DIPA; 

5. ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk penerusan 
pinjaman; 

6 . ralat cara penarikan SBSN; 

7. raJat nomor register pembiayaan proyek melaJui SBSN; 

8. ralat karen a kesalahan apJikasi berupa tidak 
berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis 
aplikasi RKA-K/L DIPA; 

J. revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan 
rumusan yang tidak terkait dengan anggaran berupa: 

1. pencantumanjperubahan catatan halaman IV.B DIPA 
berkaitan dengan tunggakan tahun 2017; 

2 . perubahan kantor bayar karena adanya 
penambahan/pengurangan kantor bayar; 

3 . perpindahan kantor bayar setelah mendapat penetapan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan, 

4 . perubahan kantor bayar karena adanya perpindahan 
lokasi Satker, sepanjang Satker terse but belum 
melakukan realisasi belanja dan/ atau pendapatan 
Tahun Anggaran berjalan dan Tahun Anggaran 
sebelumnya pada KPPN asal; 

5_ perubahan nomenklatur Satker untuk kegiatan 
dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan; 

6. penambahan kode register dalam rangka hibah 
langsung; dan/atau 

7 . perubahan pejabat perbendaharaan. 

Pasal8 

(1) Revisi Anggaran yang disebabkan lanjutan pelaksanaan 
kegiatan tahun 2017 yang dananya bersumber dari PHLN 
dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud daJam Pasa! 7 
huruf a, bersifat men am bah pagu anggaran be!anja Tahul1 
Anggaran 2018. 

(2) Revisi Anggaran yang disebabkan !anjutan pe!aksanaan 
kegiatan tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak termasuk: 

a. PHLN dan/atau PHDN baru yang belum dia!okasikan 
da!am APBN Tahun Anggaran 2018; dan 
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b. PHLN dan/atau PHDN yang bukan merupakan 
kelanjutan dari proyei-. tahun jamak. 

(3) Revisi anggaran yang disebabkan lanjutan pelaksanaan 
kegiatan tahun 2017 se bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan sepal1jang: 

a . PHLN/PHDN belum closing date; 

b. telah dialokasikan pad a Satker yang sarna pad a tahun 
anggaran 2017; 

c. menggunakan sumber dana dan kode register yang 
sarna; dan 

d . tidak menambah alokasi Rupiah Mumi dan Rupiah 
Murni Pendamping yang bersumber dari APBN. 

(4) Dalam hal revisi anggaran yang disebabkan lanjutan 
pelaksanaan kegiatan tahun 2017 yang bersumber dari 
PHLN memerlukan Rupiah Murni Pendamping, dapat 
dipenuhi dari pergeseran dana dari Rupiah Murni. 

(5) Pengajuan Revisi Anggaran yang disebabkan lanjutan 
pelaksanaan kegiatan tahun 2017 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilampiri dengan daftar sisa PHLN danl atau 
PHDN dalam DIPA Petikan Tahun Anggaran 2017 yang 
ditandatangani Kepala KPPN. 

(6) Format Daftar Sisa PHLN dan/atau PHDN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Direktur Jenderal ini. 

Pasa19 

(1) Revisi Anggaran yang disebabkan adanya penambahan 
danl atau pengurangan penerimaan hibah langsung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, bersifat 
menambah dan/atau mengurangi pagu anggaran belanja 
Tahun Anggaran 2018. 

(2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , termasuk 
dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari 
hibah langsung pada Tahun Anggaran 2017, yang akan 
digunakan pada Tahun Anggaran 2018. 

(3) Revisi Anggaran yang disebabkan adanya penambahan 
danl atau pengurangan penerimaan hi bah langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana format 
yang tercantum pada Lampiran IJI yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini. 

(4) Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya penambahan 
dan/atau pengurangan ptnerimaan hibah langsung dalam 
bentuk uang dari luar negeri, yang penerbitan SUrat 
Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dilaksanakan oleh 
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dilaksanakan oleh 
Kanwil DJPb setempat. ?"" 
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Pasal 10 

(1) Revisi administrasi berupa perubahan pejabHl 
perbendaharaan, dilampiri dengan surat keputusan 
perubahan pejabat perbendaharaan dari pejabat yang 
berwenang, dengan ketentuan dalam hal: 

a . perubahan/ralat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , usul 
perubahan dilampiri dengan surat keputusan sebagaI 
kepala Satker!penunjukan sebagai KPA; 

b . selain KPA, usul perubahan dilampiri dengan surat 
keputusan penetapan sebagai pejabat perbendaharaan 
dari PA!KPA/Pejabat yang berwenang. 

(2) Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan mendahului 
Revisi Anggaran sepanjang surat keputusan perubahan/ 
ralat pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah disampaikan kepada KPPN. 

(3) Revisi administrasi berupa perubahan nomenklatur Satker 
untuk kegiatan dekonsentrasi dan! atau tugas pembantuan 
dan penambahan kode register dalam rangka hibah 
langsung, atas dasar surat usulan revisi DIPA dari Salkcr 
Kanwil DJPb menghubungi unit PDR untuk mclakukan 
pemutakhiran (updating) referensi. 

(4) Pemutakhiran (updating) referensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan melalui HAl DJPb atau sarana 
informasi lain. 

(5) Sarana informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diatur lebih lanjut oleh Direktur Sistem Informasi dan 
Teknologi Perbendaharaan. 

(6) Permintaan pcmutakhiran (updating) referensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilampiri dcngan: 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

a Surat permintaan pemutakhiran (updating) re!"erensi 
dari Kanwil DJPb sebagaimana format yang tercantum 
pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini ; dan 

b , sojtcopy dokumen hasil validasi data RKAKL dari 
Aplikasi CW dalam hal revisi administrasi penambahan 
kode register dalam rangka hi bah langsung. 

Perminlaan pemutakhiran (updating) referensi melalui IlA! 
DJPb scbagaimana dimaksud pad a ayat (4) menggunakan 
akun surel dengan domain kcmenkeu.go.id yang Lelah 
terdaftar di HAl DJPb. 
Setelah memperoleh konfirmasi dari Unit PDR, Kanwil D,]Pb 
mcngunggah (up/oad) ADK revisi sebagaimana pada ayaL (3) 
ke dalam Aplikasi Custom Web. 

Mekanismc pemutakhiran (updating) referensi melalui HAl 
DJPb tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Revisi administrasi bcrupa perubahan rencana pcnarikall 
dana dan perkiraan penerimaan pada halaman III DIPA 
Petikan, merupakan pemutakhiran (updating) rcncana 
penarikan dana dan perkiraan penerimaan. 
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(11) Pemutakhiran (updating) scbagaimana dimaksud pada ayat 
(10) dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur 
mengenai reneana penarikan dana, rene ana penerimaan 
dana dan pereneanaan kas. 

(1 ) 

BAB VI 

REVISI ANGGARAN PADA D1PA PETIKAN BLU 

Bagian Kesatu 
Prinsip Revisi D1PA Petikan BLU 

Pasal 11 

Revisi D1PA Petikan BLU diutamakan 
penyediaan alokasi untuk peningkatan 
kualitas layanan BLU. 

dalam rangka 
kapasitas dan 

(2) Revisi D1PA Petikan BLU berupa perubahanjpergeseran 
alokasi antar sumber dana diperkenankan sepanjang untuk 
mengubah sumber dana belanja yang semula Rupiah Murni 
menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU. 

(3) Revisi D1PA Petikan BLU berupa penggunaan saldo kas BLU 
diutamakan untuk belanja yang seeara langsung 
mendukungj menunjang pemberian layanan BLU. 

(4) Revisi D1PA Petikan BLU berupa penambahan pagu yang 
disebabkan terJampauinya target PNBP dilakukan seeara 
proporsional dengan peningkatan volume layanan. 

Bagian Kedua 
Jenis-Jenis Revisi Anggaran 

Pasal 12 

Revisi Anggaran pada D1PA Petikan BLU terdiri dari: 

a_ penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN; 

b pergeseran rineian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; 
danjatau 

e perubahan akibat hal-hal khusus. 

Bagian Ketiga 
Penggunaan Anggaran Belanja di Atas Pagu APBN 

Pasal 13 

(1) Revisi D1PA Petikan BLU di atas pagu APBN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diakibatkan oleh: 

a . penggunaan realisasi PNBP tahun berjalan yang 
melampaui target PNBP tahun berjalan; danj atau 

b. penggunaan saldo 8wal kas BLU. 

(2) Revisi D1PA Petikan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan untuk: 
a . menambah volume pada Keluaran, termasuk rineian di 

bawah Keluaran yang sudah ada; "7 
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b. menambah SubkeJ'.laran, termasuk rincian di bawah 
Subkeluaran, pada Keluaran yang sudah ada; 
dan/atau 

c. menambah Keluaran baru. 

(3) Revisi DIPA Petikan BLU di atas pagu APBN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam ambang 
batas; dan 

b . penambahan pagu DIPA Petikan BLU melampaui 
ambang batas. 

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung 
berdasarkan pagu akhir DIPA Petikan BLU, dengan contoh 
perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Direktur Jenderal ini. 

(5) Dalam hal Keluaran baru sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c tidak tersedia dalam tabel referensi database 
RKA-K/L DIPA, BLU melalui menteri/pimpinan 
lembaga/ketua dewan kawasan mengusulkan penambahan 
referensi Keluaran baru kepada DJA. 

Paragraf 1 
Revisi DIPA Petikan BLU di Atas Pagu APBN 

Pasal 14 

(1) BLU dapat melakukan belanja dalam ambang batas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, 
sebelum pengesahan revisi DIPA Petikan BLU. 

(2) BLU dapat melakukan belanja melampaui ambang bat as 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, 
setelah pengesahan revisi DIPA Petikan BLU. 

Paragraf 2 
Revisi DIPA Petikan BLU di Atas Pagu APBN 

Berupa Penggunaan Saldo Awal Kas 

Pasal15 

(1) BLU dapat melakukan belanja yang bersumber dari 
penggunaan saldo awal kas sebagaimana dimaksud daIam 
Pasal 13 ayat (1) huruf b, setelah pengesahan revisi DIPA 
Petikan BLU berupa: 

a. pencantuman saldo awal; dan 

b. penggunaan saldo awal kas. 

(2) Penggunaan saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan untuk belanja barang dan/atau belanja 
modal dalam rangka operasional layanan dengan contoh 
ilustrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan..../' 
Direktur Jenderal ini. "f' 
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(3) Dalam hal saldo awal kas digunakan untuk belanja diluar 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , harus 
mendapat persetujuan pengunaan saldo awal kas dari 
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan 

(4) Penggunaan saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) , termasuk untuk pembayaran 
tunggakan belanja tahun anggaran sebelumnya. 

(5) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) , diajukan oleh Pemimpin BLU kepada Menteri 
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui 
menteri/ pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan 

(6) Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diajukan dengan menggunakan 
format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran VI 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ciari 
Peraturan Direktur Jenderal ini 

(7) Perselujuan penggunaan saldo awal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan menggunakan 
format surat sebagaimana tcrcantum pad a Lampiran VII 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(8) Dalam hal belanja Tahun Anggaran sebelumnya telah 
mendapatkan persctujuan penggunaan saldo awal kas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diajukan revisi 
pad a Tahun Anggaran sebelumnya, persetujuan 
penggunaan saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) tetap berlaku pada Tahun Anggaran berjalan. 

(9) Penambahan pagu belanja akibat penggunaan saldo awal 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tidak diperhitungkan 
dalam perhitungan ambang batas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayal (4) 

Pasal 16 

Pembayaran tunggakan beIanja tahun anggaran sebeIumnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) , dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a . 

b . 

c 

Dalam rangka kegiatan yang menghasilkan layanan BLU 
dapal dibayarkan secara langsung tanpa memerlukan sural 
pernyataan dari KPA, verifikasi APIP, atau verifikasi BPKP. 

Dalam rangka kegiatan selain yang menghasilkan layanun 
BLU, mengikuti tata cara penyelesaian tunggakan 
sebagaimana diatur pada peraturan menteri keuangan Flng 
mengatur mengenai tata cara revisi anggaran 

JIustrasi kegiatan yang menghasilkan layanan BLU dan yang 
selain menghasilkan layanan BLU sesuai Lampiran VIIl 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini 
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Bagian Keempat 
Pergeseran Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap 

Pasal 17 

(1) Revisi DlPA Petikan BLU berupa perubahan atau pergeseran 
rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap 
sebagaimana dimaksud dalam PasaI 12 huruf b, dapat 
dilakukan melebihi 10% (sepuluh persen) dari total pagu 
anggaran keluaran (output) yang direvisi sepanjang tidak 
mengurangi volume Keluaran dalam DIPA Petikan BLU. 

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
dapat berupa pergeseran: 

a . dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) 
Satker; 

b . antar Keluaran , 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; 
danjatau 

c. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker. 

(3) Revisi DlPA Petikan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan untuk: 

a . menambah volume pada Keluaran, termasuk rincian di 
bawah Keluaran yang sudah ada; 

b. menambah Subkeluaran, termasuk rincian di bawah 
Subkeluaran, pada Keluaran yang sudah ada; 
danj atau 

c . menambah Keluaran baru. 

(4) Dalam hal Keluaran baru sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf c tidak tersedia dalam tabel referensi database 
RKA-KjL DlPA, BLU melalui menterijpimpinan 
lembagajketua dewan kawasan mengusulkan penambahan 
referensi Keluaran baru kepada DJA. 

Bagian Kelima 
Revisi DlPA Petikan BLU Akibat Hal-hal Khusus 

Paragraf 1 
Revisi DIPA Petikan BLU berupa Pencantuman Saldo Awal Kas 

Pasal 18 

(1) Revisi DlPA Petikan BLU berupa pencantuman saldo awal 
kas dilakukan guna mencantumkan besaran saldo awal kas 
BLU ke dalam DlPA Petikan BLU. 

(2) Revisi pencantuman saldo awal kas BLU sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi target PNBP 
BLU tahun berjalan 

(3) Saldo awal kas BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebesar saldo akhir kas BLU pada triwulan IV tahun 
anggaran lalu yang tercamum SP2B BLU berdasarkan hasil 
konfirmasi dari KPPN. 
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Paragraf 2 
Revisi DIPA Petikan BLU 

Berupa Penggunaan Salda Awal Kas Dalam Rangka Mismatch 

Pasal19 

(1) BLU dapat menggunakan salda awal dalam rangka 
mismatch apabila realisalli PNBP BLU tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBP 
BLU. 

(2) Penggunaan salda awal kas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tidak untuk menambah pagu belanja pad a DIPA 
Petikan BLU. 

(3) Dalam hal salda awal kall yang digunakan sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) tidak dapat dikembalikan karen a 
target PNBP tahun berjalan tidak tercapai, BLU mengajukan 
revisi DIPA Petikan BLU. 

(4) Revisi DIPA Petikan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15. 

(5) Revisi DIPA Petikan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), berupa perubahan pencantuman sumber dana pada 
Lembar SUrat Pengesahan DIPA Petikan BLU dari semula 
PNBP tahun anggaran berjalan menjadi penggunaan salda 
awal BLU. 

PasaI20 

(1) BLU Bertahap yang ditetapkan menjadi BLU Penuh 
melakukan revisi DIPA Petikan BLU berupa perubahan 
status BLU dari BLU Bertahap menjadi BLU Penuh dan 
pencantuman ambang batas. 

(2) Besaran am bang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan usulan BLU dengan 
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan aperasianal BLU 
selama 2 (dua) tahun terakhir dan realisasi/pragnasa tahun 
anggaran berjalan. 

Pasal21 

Dalam hal terdapat kesalahan pencantuman am bang batas 
dalam revisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BLU 
melakukan revisi kembali besaran ambang batas dengan 
berpedaman pad a ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (2) 

Paragraf 3 
Revisi DIPA Petikan BLU Akibat Penerimaan Hibah Langsung 

Pasal22 

(1) BLU dapat melakukan revisi DIPA Petikan yang diakibatkan 
atas penerimaan hibah langsung berupa uang. 
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(2) Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan PNBP BLU dan tidak memerlukan nomor 
register hibah. 

(3) Revisi DIPA Petikan selJagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam hal hibah langsung yang diterima berupa 
uang digunakan untuk belanja namun tidak dapat 
ditampung pada Keluaran, volume Keluaran, jenis belanja, 
dan pagu belanja yang ada dalam DIPA Petikan BLU . 

(4) Revisi DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dilakukan dalam hal: 

a . Hibah langsung yang diterima berupa uang tidak 
digunakan untuk belanja pada tahun anggaran 
berjalan; atau 

b. Hibah langsung yang diterima berupa uang digunakan 
untuk belanja, namun masih dapat ditampung pad a 
Keluaran, volume Keluaran, jenis belanja, dan pagu 
belanja yang ada dalam DIPA Petikan BLU . 

(5) Hibah langsung yang diterima berupa barang/jasa tidak 
memerlukan revisi DIPA Petikan BLU dan tidak memerlukan 
nomor register hibah. 

Bagian Keenam 
Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA Petikan BLU 

Pasal23 

(1) PA/KPA menyampaikan usulan pengesahan Revisi DIPA 
Petikan BLU kepada Kepala Kanwil DJPb. 

(2) Penyampaian usulan pengesahan Revisi DIPA Petikan BLU 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilengkapi dokumen 
pendukung berupa: 

a. Surat Usulan Pengesahan Revisi DIPA Petikan yang 
dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi); 

b. Copy DIPA Petikan terakhir; 

c. ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-K/L DIPA 
Petikan Revisi. 

(3) Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk usul pengesahan 
Revisi DIPA Petikan BLU pencantuman saldo awal kas 
menggunakan format sebagaimana tercantum pada 
Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal24 

(1) Selain persyaratan sebc.gaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (2), usul pengesahan Revisi DIPA Petikan BLU juga 
dilampiri dengan Surat Pernyataan Revisi RBA Definitif 
sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal ini, untuk revisi DIPA Petikan BLU berupa: 
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a . Penambahan pagu DIPA Petikan BLU diatas pagu 
APBN, 

b Penggunaan saIdo awal kas BLU untuk belanja dalam 
rangka operasionaI Iayanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (2) ~ 

c Pergeseran Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran 
Tetap; 

d Penggunaan saldo awal kas BLU daIam rangka 
mismatch. 

(2) Usulan pengesahan Revisi DIPA Petikan BLU berupa 
penggunaan sal do awal kas BLU, baik sebagian maupun 
seluruh penggunaannya untuk belanja ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) , selain 
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) 
dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diIampiri pula dengan surat persetujuan penggunaan sal do 
awal dari Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana 
tercantum pada Lampiran VI! yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

PasaI 25 

Usul pengesahan revisi DIPA Petikan BLU berupa pencamuman 
saldo awal kas selain persyaratan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (2), dilampiri dcngan: 

a. SP2B BLU Triwulan IV; dan 

b Hasil konfirmasi besaran sal do akhir kas BLU dari KPPN , 
dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Xl 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasa! 26 

UsuI pengesahan revisi DlPA Petikan BLU setclah penetapan dari 
Satker BLU Bertahap menjadi Satker BLU Penuh, selain 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), 
dilampiri dcngan: 

a . Sural Pernyataan Revisi RBA Definitif scbagaimana 
tcrcantum pada Lampiran X yang mcrupakan bagian yang 
tidak lcrpisahkan dari Peraturan Direklur Jenderal ini , dan 

b Resume Pendapatan dan Bclanja BLU, dengan format 
sebagaimana tercantum pada Lampiran XI! yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal ini. 

PasaI27 

Usul pengcsahan revlsi DIPA Petikan BLU akibat penerimaan 
hibah langsung berupa uang sebagaimana dimaksud daIam 
Pasal 22 ayat (1), selain persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (2), dilampiri dengan : 
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a . Surat Pernyataan Revisi RBA Definitif sebagaimana 
tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Pen,.turan Direktur Jenderal ini; dan 

b. SUrat pernyataan dari KPA mengenai penerimaan hibah 
langsung berupa uang yang dicatat sebagai PNBP BLU pada 
tahun anggaran 2018 yang memuat dasar penerimaan 
hibah, identitas sumber hibah dan penerima hibah, serta 
nilai hibah. 

( 1) 

Bagian Ketujuh 
Batas Akhir Penerimaan 

Usul Pengesahan Revisi DIPA Petikan BLU 

Pasal28 

Batas akhir penerimaan usul pengesahan 
Petikan BLU untuk Tahun Anggaran 2018 
DJPb adalah: 

revisi DIPA 
pada Kanwil 

a . Paling lambat tanggal 30 April 2018 pada jam kerja 
terhadap revisi DIPA Petikan BLU berupa pencantuman 
saldo awal kas. 

b . Paling lambat tanggal 30 November 2018 pada jam 
kerja terhadap revisi DIPA Petikan BLU berupa: 

1) penggunaan anggaran belanja yang bersumber 
dari PNBP di atas pagu APBN berupa penambahan 
pagu DIPA Petikan BLU yang melebihi ambang 
batas; 

2) penggunaan anggaran belanja yang bersumber 
dari PNBP di atas pagu APBN berupa penggunaan 
saldo awal kas BLU; 

3) pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu 
anggaran tetap; danl atau 

4) perubahan status Satker BLU Bertahap menjadi 
BLU Penuh. 

c Paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum batas waktu 
pengajuan SP3B BLU terakhir ke KPPN terhadap revisi 
DIPA Petikan BLU berupa: 

1) penggunaan anggaran belanja yang bersumber 
dari PNBP di atas pagu APBN berupa penambahan 
pagu DIPA Petikan BLU dalam ambang batas; 

2) penggunaan saldo awal kas dalam rangka 
mismatch; dan/atau 

3) penambahan pagu akibat penerimaan hibah 
langsung. 

(2) Batas waktu pengajuan SP3B BLU ke KPPN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan 
mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran. 

(3) Dalam hal tanggal batas akhir penerimaan usul Revisi 
Anggaran bertepatan dengan hari libur, maka batas akhir 
penerimaan revisi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

~ 
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dimajukan pada tanggal sesuai dengan hari kerja terakhir 
sebelum tanggal batas akhir penerimaan usul revisi. 

BAB VII 
PENYAMPAIAN DAN PENGESAHAN REVISI ANGGARAN 

Bagian Kesatu 
Verifikasi Dokumen Usulan Revisi Anggaran 

Pasal29 

(1) Pimpinan Unit Eselon I atau KPA Satker menyampaikan 
usulan pengesahan revisi DlPA Petikan kepada DJPb 
dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. 

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mengacu 
pad a Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara Revisi 
Anggaran tahun anggaran 2018. 

(3) Dokumen yang dipersyatatkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bagi BLU dalam rangka pengesahan revisi DlPA 
Petikan BLU yang dananya bersumber dari PNBP BLU 
adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 , Pasal 24 , 
Pasal25, Pasal26, dan Pasal27. 

Pasal 30 

(1) DJPb meneliti usul pengesahan revisi DlPA Petikan serta 
kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal29. 

(2) Dalam hal usul pengesahan Revisi DlPA Petikan yang 
disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29, DJPb menerbitkan surat 
penolakan usul pengesahan Revisi DlPA Petikan. 

(1 ) 

Bagian Kedua 
Penyampaian Usul Pengesahan Revisi Anggaran Pada 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Pasal31 

Pengajuan usul reVlSl DIPA Petikan 
dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali 
triwulan. 

kepada DJPb 
dalam 1 (satu) 

(2) Pengajuan usul pengesahan revisi DlPA Petikan pad a 
triwulan pertama diajukan dalam rangka reviu penyesuaian 
rencana kerja Satker dengan alokasi dana yang tersedia 
dalam DIPA. 

(3) Pengajuan usul pengesahan revisi DlPA Petikan pada 
triwulan kedua dan ketiga diajukan dalam rangka 
mendukung pencapaian output dan kinerja Satker. 

(4) Pengajuan usul pengesahan revisi DlPA Petikan pada 
triwulan keempat diajukan dalam rangka penyesuaian pagu 
anggaran untuk mencapai keluaranj output kegiatan. 

(5) Dalam hal terdapat kebutuhan revisi DlPA Petikan lebih dari 
1 (satu) kali dalam 1 (sutu) triwulan, pengajuan usul revis~ 
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DIPA Petikan dilampiri dengan surat persetujuan dari eselon 
I penanggung jawab program. 

(6) Dalam hal revisi administrasi, pengajuan usul revisi DIPA 
Petikan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan. 

Pasal32 

(1) Dalam rangka percepatan penyelesaian usul revisi anggaran 
ke DJPb, surat usulan revisi anggaran beserta dokumen 
pendukung disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik 
melalui Sistem Aplikasi yang dibangun oleh Kementedan 
Keuangan. 

(2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan dokumen hasil dad Sistem Aplikasi danl atau 
hasil pindaian surat us ulan revisi anggaran beserta 
dokumen pendukung. 

(3) Untuk menjamin keutuhan, keabsahan, keaslian, serta 
kebenaran formil dan materiil atas dokumen elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat usulan revisi 
anggaran harus diamankan dengan menggunakan sistem 
infrastruktur kunci publik yang disediakan oleh 
kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika. 

(4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan dengan menggunakan alamat surel ber-domain 
.go.id. yang telah terdaftar di database DJPb; 

(5) Pimpinan unit eselon I pada KI L danl atau KPA Satker 
bertanggung jawab atas keutuhan, keabsahan, keaslian, 
serta kebenaran formil dan matedl terhadap segala sesuatu 
yang terkait dengan pengajuan usulan revisi anggaran yang 
diajukan kepada DJPb melalui sure!. 

Pasal33 

(1) Dalam hal dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 32 ayat (1) belum tersedia, Pimpinan Unit Eselon I 
atau KPA Satker dapat menyampaikan hasil pindaian usul 
revisi anggaran beserta dokumen pendukung melalui surel 

(2) Penyampaian hasH pindaian surat usulan revisi anggaran 
beserta dokumen pendukung yang disampaikan 
menggunakan alamat surel sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai beriku t: 

a- Satker telah mendaftarkan alamat surel kepada DJPb; 

b . atas pengiriman usul pengesahan revisi anggaran 
melalui surel, petugas DJPb melakukan verifikasi atas 
kebenaran pengiriman surel dan dOkumen pendukung; 

c dalam hal usul pengesahan revisi anggaran belum 
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi 
anggaran tahun anggaran 2018, petugas DJPb 
menyampaikan pemberitahuan melalui surel kepada 
Satker yang bersangkutan: 
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(3) Apabila usul pengesahan revisi anggaran telah memenuhi 
persyaratan, Pimpinan Unit Eselon I atau KPA Satker 
menyampaikan ash usulan revisi anggaran beserta dokumen 
pendukung. 

(4) Proses pengesahan usul revisi DIPA Petikan dilakukan 
setelah dokumen pendukung yang ash diterima secara 
lengkap dan benar. 

(5) Hasil pengesahan usul revisi DIPA Petikan, 
menggunakan jasa pengiriman juga disampaikan 
surel kepada Satker yang bersangkutan. 

Pasal34 

selain 
melalui 

Dalam hal terdapat verifikasi usul pengesahan revisi anggaran 
yang tidak lengkap atau belum memenuhi persyaratan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2018, DJPb 
menyampaikan informasi kekurangan dokumen persyaratan usul 
pengesahan revisi anggaran yang disampaikan kepada Pimpinan 
unit eselon I pada K/L dan/atau KPA Satker. 

Bagian Ketiga 
Pengesahan Revisi Anggaran Pada DJPb 

Pasal35 

(1) DJPb m emproses usul pengesahan revisi DIPA Petikan 
melalui Aplikasi Custom Web untuk memperoleh validasi 
(approvaij . 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Pemrosesan usul pengesahan reV1SI anggaran untuk 
memperoleh validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara mengunggah (upload) ADK RKA-K/ L 
DIPA ke Aplikasi Custom Web melalui jaringan intranet. 

ADK RKA-K/L DIPA pada Aphkasi Custom Web divalidasi 
secara sistem yang dikelola secara bersama oleh DJA dan 
DJPb. 

Validasi oleh sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , 
secara otomatis akan rrienerbitkan notifikasi dan kode 
pengaman (digital stamp) baru sebagai tanda pengesahan 
revisi anggaran 
Revisi anggaran yang menghasilkan kode pengaman (digital 
stamp) baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditentukan oleh sistem aplikasi yang dikelola s ecara 
bersama oleh DJA dan DJPb. 
Atas dasar pengesahan (approvaij melalui Aplikasi Custom 
Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur 
Pelaksanan Anggaran/ Kepala Kanwil DJPb menetapkan 
surat pengesahan Revisi DIPA Petikan . 
Proses Revisi DIPA Petikan pada DJPb sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) 
diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak 
dokumen diterima secars. l~ngkap. 
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(8) Dalam hal sistem yang melakukan validasi atas ADK RKA
K/L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh 
validasi yang menyatakan revisi anggaran tersebut ditolak, 
Kanwil DJPb melakukan penolakan usul pengesahan rcvisi 
anggaran 

(9) Penolakan usul pengesahan revisi anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan cara: 

a . tanpa surat penolakan resmi, dalam hal penolakan 
dilakukan di Front Office (Fa) ; 

b. dengan surat penolakan , dalam hal penola~all 
dilakukan setelah lolos validasi dari Front Office (Fa) 

(10) Dalam hal sistem yang melakukan validasi atas ADK RKA
K/L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) : 

a tidak diperoleh notifikasi; 

b . tidak diperoleh digital stamp sebagai tanda pengesahan 
revisi anggaran; atau 

c . ADK dan Cetakan Revisi DIPA Petikan rusak, 

DJPb menghubungi Pusat Layanan di DJA. 

(11) DJPb berkoordinasi dengan DJA dalam melakukan upaya
upaya penyelesaian terhadap validasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (10) . 

Pasal36 

(1) DJPb memroses usul revisi anggaran antarSatkcr dalam hal : 

a . usulan atas revisi 
secara bersamaan 
dan/atau 

anggaran antarSatker diajukun 
oleh Satker-Satker berkenaan , 

b. usulan Satker tersebut dikoordinasikan olch Unit 
Eselon 1/ atasan langsung Satker-Satker berkenaan. 

(2) DJPb mengesahkan revisi anggaran antarSatker secara 
bersamaan dengan memperhatikan batasan revisi anggaran 
dan sesuai kewenangannya. 

Pasal 37 

(1) Pormat Surat Pengesahan Revisi Anggaran pada DIPA 
Petikan dan petunjuk pengisiannya, sebagaimana tercantum 
pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(2) Mekanisme penyelesaian reV1S1 anggaran pada DJPb 
tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Keempat 
Pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan 

DaIam rangka 
Kegiatan: 

Pasal38 

pemutakhiran data 
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(1) KPA menyampaikan usul rcvisi administrasi perubahan 
rencana penarikan danl atau rencana penerimaan clalam 
halamcln III DlPA kepacla Kanwil DJPb 

(2) Dalam hal tidak menyebabkan perubahan pada halaman III 
DIPA. KPA mengajukan permintaan penyamaan clata arsip 
data komputer atas revisi Petunjuk Operasional Kegiatan 
kepada Kanwil DJPB. 

(3) Pengajua n pcrmintaan penyamaan data sebagaimaoci 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap dua bulan . 

(4) Pemutakhiran data scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan dengan ApJikasi Custom Web melallli 
mekanisme revisi halaman III DIPA . 

(5) Kanwil DJPb menerbitkan surat pemberitahuan yang 
menyatakan bahwa proses pemutakhiran data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya merupakan 
proses penyamaan data arsip data komputer atas revisi 
Petunjuk Operasional Kegiatan . 

(6) Format Surat Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk 
Operasional Kegiatan dan Surat Pemberitahllan 
Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan dan 
petunjuk penglslannya. sebagaimana tercantum pada 
Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini 

Bagian Kelima 
Penyampaian Pengesahan Revisi DIPA Petikan 

Pasal39 

(I) Revisi anggaran pada DIPA Petikan yang disahkan oleh 
Direktur Pelaksanaan Anggaran dan Kepala Kanwil D,) JOb 
disampaikan kepada KPA yang bersangkutan dan KPPN 
pembayar dilampiri matriks perubahan (semLlla-menjadi). 
dan tembusan kepada: 

a . Menteri/Pimpinan Lembaga. 

b Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 

c. Gubernur daIam hal pelaksanaan Kegiman 
dekonsentrasi. tugas pembantuan. danl Cllau urLlsan 
bersama; 

d . Direktur JenderaI Anggaran. 

(2) ADK RKA-K/L DlPA yang memuat DIPA Petikan dengan 
digital stamp dikirimkan melalui sistem pada server RKA
K/L DIPA. 
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BAB Vlll 

PROSES PENATAUSAHAAN REVIS! ANGGARAN D! KANTOR 
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA 

Pasal40 

(1) Dalam rangka mempercepat penyampaian Sural 
Pengesahan Revisi Anggaran . KPPN menggunakan Sural 
Pengesahan Revisi Anggaran pada Intranet D.]Pb ~· a l1g 
disahka n oleh Direktorat Jenderal Anggaran . Direktorat 
Pelaksanaan Anggaran. dan Kanwil DJPb. 

(2) Sural Pengesahan Revisi Anggaran yang disahkan DJA. 
Direktorat Pelaksanaan Anggaran . dan Kanwil DJPb. sena 
diterima pada Intranet DJPb digunakan dalam rangka 
mempercepat penyampaian Sural Pengesahan Revisi 
Anggaran ke KPPN . 

(3) Tembusan Sural Pengesahan Revisi Anggaran yang diterima 
oleh KPPN sebagaimana dimaksud pad a ayal (I) digunakan 
dalam rangka penatausahaan dan monitoring Revisi 
Anggaran . 

Pasal41 

(1) Atas dasar Surat Pengesahan revisi anggaran yang diterima 
dari Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Pelaksanaan 
Anggaran/Kepala Kanwil DJPb dan/atau notifikasi yang 
diterima dari server RKA·K/L D!PA. Kepala KPPN 
menyampaikan copy Surat Pcngesahan revisi anggaran 
kepada Kcpala Seksi Manajemen Satker dan KepClluhan 
Internal (MSKI)/ Pencairan Dana dan Manajemen Salkcr 
(PDMS) yang selanjutnya diteruskan kepada Pelaksnl1" 
Seksi MSK1/PDMS. 

(2) Dalam hal revisi anggaran disahkan oleh DJA/Direktorat 
Pelaksanaan Anggaran/ Kanwil DJPb. KPPN mengundLlh 
Surat Pengesahan Revisi Anggaran melalui intranet DJP b 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau sarana 
intranet lain berdasarkan notifikasi yang diterima dari senJer 
RKA·K/ L DIPA. 

(3) Atas dasar Sural Pengesahan Revisi Anggaran dan notifikasi 
yang diterima dari Kepala Seksi MSKI/ Pencairan Dana dan 
Manajemen Satker sebagaimana dim a ksud pada ayat (I) . 
Pelaksana Seksi MSKl/PDMS memastikan: 

a. ADK dan PDF DIPA Petikan revisi yang disahkan olch 
DJA/Direktorat Pelaksanaan Anggaran/ Kanwil D,]Pb 
terdapat dalam (tp:!! www.ane-qaron.kemenkeu.qo.id; 

b. data DIPA Petikan Revisi yWlg disahkan olch 
DJA / Direklorat Pelaksanaan Anggaran/Kan \l" il DJPb 
lerdapat dalam Aplikasi SPAN/OM SPAN . 

Pasal42 

(1) Dalam hal data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
~~;~J;) belum ada. KPPN menyampaikan pemberitahua.1' 

· 24· www.jdih.kemenkeu.go.id



a. DJA; 

b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran; dan 

c. Kanwil DJPb. 

(2) Dalam hal data belum ada sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), KPPN tetap melakukan pembayaran berdasarkan 
data DlPA Petikan yang ada di Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (SPAN) 

(3) Berdasarkan pemberitahuan dari KPPN sebagaiman<l 
dimaksud pada ayat (I), Kanwil DJPb melakukan penclitian 
atas Revisi DlPA Petikan yang telah disahkan ole h 
DJA/ Direktorat Pelaksanaan Anggaran/Kanwil DJPb. 

BABIX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal43 

Pengguna Anggaran/KPA bertanggung jawab atas kebenaran 
formil dan materiil terhadap segal a sesuatu yang terkait dengan 
pengajuan usulan Revisi Anggaran yang diajukan kepada D,}Pb 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal44 

(1) Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji 
dan/atau tunjangan yang melekat pada gaji dan/atau pagu 
minus terkait non belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 
2018, pagu minus terse but harus diselesaikan melalui 
mekanisme revisi DIPA. 

(2) Penyelesaian pagu minus melalui mekanisme revisi DIPA 
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penyesuaian administratif. 

(3) Penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi 
Anggaran Tahun Anggaran 2018. 

(4) Batas akhir penyelesaian pagu minus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) : 

a. Diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2018; 

b. Dalam hal diajukan setelah batas akhir sebagaimana 
dimaksud pacta huruf a, diatur lebih lanjut oldl 
Direktur Jenderal Perbendaharaan 

(5) Dalam hal tanggal batas akhir penyelesaian pagu minus 
bertepatan dengan hari libur, maka batas akhii- penerimaan 
revisi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) dimajuk<ln 
pada tanggal sesuai dengan hari kcrja terakhir sebelum 
tanggal batas akhir penyelesaian pagu minus. 

(1 ) 

Pasal45 

Dalam hal terdapat usul Revisi Anggaran Tahun 
2017 berkaitan dengan: 
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a. pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan 
yang melekat pada gaji. 

b . pagu minus terkait non belanja pegawai; 

c pengesahan pendapatan dan belanja untuk Satker 
BLU; 

d . pengesahan belanja yang bersumber dari hibah 
langsung; 

e. pengesahan belanja yang dananya bersumber dari 
PHLN/PHDN; dan/atau 

f pengesahan pendapatan/belanja/pembiayaan anggaran 
untuk subbagian anggaran BA BUN; 

yang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul Revisi 
Anggaran Tahun Anggaran 2017, usul Revisi Anggaran 
dimaksud dapat diproses dan disahkan mengikuti batas 
akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

(2) Pengesahan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan penyesuaian administratif dan 
digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan 
Kementerian/ Lembaga. 

(3) Kewenangan penyelesaian revisi anggaran dan mekanisme 
pengesahannya dilakukan sesuai ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara Revisi 
Anggaran tah un anggaran 2017 

(4) Pengesahan atas Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran 
Tahun Anggaran 2017. 

(5) Petunjuk lebih lanjut pelaksanaan revisi anggaran tahun 
Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diatur 
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal46 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal mi mulai berlaku. 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
3/ PB/20 17 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang 
Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pada 
Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 47 

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang 
Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pada 
Tahun Anggaran 2018 yang diatur dalam Peraturan Direktur 
Jenderal ini tetap berlaku sebagai acuan tata cara Revisi 
Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 
ditetapkannya pengganti peraturan Direktur Jenderal ini . 
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Pasal 48 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan . 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 5 ~:8ret 2018 

ENDERAL PERBENDAHARAAN, 

'~\----""l..,./~ "~,~1!.' ~~O~W=:IRYO NO t'v 
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MEKANISME PEMUTAKHIRAN (UPDATING) REFERENSI UNTUK 
KEPERLUAN REVISI ANGGARAN 

Nur Cara Pembuatan Tiket melalui HAl DJPb 

AKSES HAl DJPb I 1. Akses HAl DJPb dengan alamat 
httl2 : L Lwww.hai.djl2bn.kemcl1keu.go.idLen 

MASUK 1 2. Login jMasuk dengan akun surel domain kemenkcu .go.id 

BUAT TlKET 1 
3. Buat tiket baru dengan pilihan tiket "Dukungan Teknis 

Lainnya" dan subjek tiket ·Pemutakhiran (Updatillg) Referensi 
pada SPAN" dan isi liket anda dengan format sebag"i berikut 

a. Untuk tiket perubahan nomenklatur satker, format isi 
tlket adalah : 
Koele Salker 
Kode Bagian Anggaran dan 1':selon 
Nama Satker semula 
Nama Satker menjadi 
Nama Kiln",il lJJPb 

b. Untuk tiket perubahan KPPN Mitra Satker, format isi 
tiket adalah : 

Kede Salker 
Kode Bagian Anggaran dan Esclon 
Nama Satker 
Kode dan Nama KPPN semula 
Kode dan Nama KPPN menjadi 
Nama Kanwil DJPb 

c. Untuk tiket pengajuan Kode Register Hibah Kas Satker, 
format isi tiket adalah : 

Kode Satker 
Kode Bagian Anggaran dan Eselon 
Nama Satker 
Nomor Register 
Koele Beban J Nama Beban 
Kode Jenis Beban J Nama Jen is Beban 
Koel e Cara larik J Nama Cara tarik 
Numa Donor 
Kad e dan nama Mata Uang 
Nama Kanwil DJPb 

d. Untuk tiket pengajuan Kode Register Hibah Non K"s 
Satker, format isi tiket adalah : 

Kade Satker 
Kode Bagian Anggaran dan Eselan 
Nama Satker 
Nomor Register 
Kade Sumber Dana J Deskripsi 
Kode Cara tarik J Nama Cara tarik 
Nama Donor 
Koele dan nama Mata Uang 
Nama Kanwi] DJPb 

4 Lengkapi tiket Anda dengan mc!ampirkan surat ses uai isi t iket 
LENGKAPI TlKET sesuai format pada angka 2 (dua). yang telah ditanelatangal1l 

olch Oirektur PA/Kepaia Kan",il dalam benluk file berel, st!'nsi 
PDFj.JPEG dengan ukuran maksima125 MB. 

SUBMIT TIKET 5 Submit I Kirim tiket Anda 
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2. Pembuatan Tiket HAl DJPb 

Syaral pembualan likel pemutakhiran (updating) refcrensi melalui HAl DJPb lerdiri 
dari 2 (dual. yaitu ' 

a) Akun surel dengan domain kemenkeu .go. id yang telah terdaItar di HAl DJPb. 
Apabila belum terdaItar sebagai user HAl DJPb, Direktorat PAl Kanwil DJPb 
dapal mendaItarkan akun surelnya dengan mengakses 
http://www.hai.djpbn.kemenkeu.go.id/en. PendaItaran dilakukan dengan 
memilih menu daItar, kemudian melengkapi isian. User HAl DJPb yang 
didaItarkan siap untuk digunakan setelah mendapat konfirmasi dari Admin 
HAl DJPb . Konfirmasi akan dikirimkan melalui akun surel kemenkeu yang 
didaItarkan. 

bl Sural permintaan pemutakhiran (updating) referensi dari Direktorat PA/Kan",il 
DJPb yang ditandatangani oleh Direktur PAl Kepala K~mwil DJPb. Sural 
permintaan ini wajib dijadikan lampiran tiket. 

Formal surat permohonan adalah sebagai berikut : 

Surat Perubahan Nomenklatur Satker 

<KOP SURAT> 

Segera 
Nomor 
Sifat 
Hal Pengajuan Perubahan Nomenklatur Salker .... .. .. . (diisi kode satkerj 

Yth. Ketua Unit Pengelola Data Referensi SPAN 
Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan 
di Jakarta 

Sehubungan dengan Peraluran Direktur Jenderal Perbcndaharan n 
nomor PER - IPB/2018 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran ~'ang 
Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun 
Anggaran 2018, dengan ini disampaikan pengajuan perubahan nomenklatur 
dengan rincian sebagai berikut 

Kode Salker . . __ .. ... .... (diisi kode satkerj 

Kode Bagian Anggaran dan Eselon f . . . .... (diisi kode BA dan Es. n 
Nama Satker Semula ..... .. ... (diisi nomenklatur satker yallg lama) 
Nama Satker Baru . . . .. .. . (diisi Ilomenklatur salker yang baru) 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasarnanya diucapka n 
terima kasih. 

Kepala Kanwil 

..... ,.,. .. ~ .... .......... . 

NIP . . . .. .... . ", ... 
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2) Surat Perubahan KPPN Mitra Satker 

<KOP SURAT> 

Segera 
Nomor 
Sifat 
Hal Pengajuan Perubahan KPPN Mitra Satker ... ..... (diisi kode satkerj 

Yth. Ketua Unit Pengelola Data Referensi SPAN 
Direktorat Sistem Informasi dan TeknoIogi Perbendaharaan 
di Jakarta 

Sehubungan dengan Peraturan Direktur JenderaI Perbendaharaan nomor 
PER - / PB/20 18 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi 
Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pad a Tahun Anggaran 2018. 
dengan ini disampaikan pengajuan perubahan KPPN mitra Satker dengan rincian 
se bagai berik ut . 

Kode Satker ; . . "" ... (diisi kode satker) 
Kode Bagian Anggaran dan Eselon I : .. "", .(diisi kode BA dan Es. /) 
Nama Satker ~ .. .. .... ,_.(diisi nomenklatur satker) 
Kode dan Nama KPPN SemuIa : ... " ..... (diisi kode dan nama KPPN yang lama) 
Kode dan Nama KPPN Baru : ."". " .. (diisi kode dan nama KPPN yang baru) 

Demikian kami sampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 
terima kasih. 

KepaIa Kanwil 

NIP _ ............. " ..... . 
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3) Surat Pengajuan Kode Register Hibah Kas Satker 

,----------------- .-

<KOP SURAT> 

Segera 
Nomor 
Sifat 
Hal Pengajuan Kode Register Hibah Kas Satker .. , ..... .. (diisi kode satkel1 

Yth. Ketua Unit Pengelola Data Referensi SPAN 
Direklorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan 
di Jakarta 

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 
PER - /PB/20IB tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi 
Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 20 lB. 
dengan ini disampaikan pengajuan Kode Register Hibah Kas Satker dengan 
rincian sebagai berikut -

Kode Satker . •.• .. ....... _ (diisi kode sat ker) 
Kode Bagian Anggaran dan Eselon I . . _ .. _ .. (diisi kode BA dOll Es. ~ 
Nama Satker ; ...... .. , . (diisi nomenklarur satker) 
Kode Nomor Register ; ..... .. .. .. .. (eliisi kode Register Hibah dimaksud) 
Kode Beban / Nama Beban : .. .. , . .. .. . _. ~ (diisi kode Beban/ Nama BebanJ 7nlS: 

AI Rupiah Munll) 
Kode Cara tarik / Nama Cara tarik : ._ .. __ . (diisi kode Cora tarik I Nama Cora 

tarik, mis ; 01 Rupiah Muml) 
Nama Donor • (diisi nama DOllar) 

Kode dan Nama Mala Uang ; ....... _ ._. __ .. (diisi kode dan nama Mata Umtg, mis 

USDI US Dolla r) 

Demikian kami sampaikan, alas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 
terima kasih. 

Direktur Pelaksanaan Anggaran/Kepala Kanwil 

NIP ..... .. ... __ .. . .. _ .... .. .. 
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4) Surat Perubahan jPengajuan Kode Register Hibah Non Kas Satker. 

Nomor 
Sifat 
Hal 

<KOP SURAT> 

Segera 
Pengajuan Kode Register Hibah Non Kas Satker 

Yth. Ketua Unit PengeJaJa Data Referensi SPAN 
Direktarat Sistcm Informasi dan Teknologi Perbendaharaan 
di Jakarta 

". (diisi kode satker) 

Sehubungan dengan Peraturan Direktllr Jenderal Pel'bendaharaan nomar PEH • 
jPBj2018 ten tang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan 
Direktarat JenderaJ Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2018, dengan Inl 

disampaikan pengajuan Kade Register Hibah Kas Satker dengan rincian scbagai berikut 

Kode Sa tker ,,,.,... ... (diisi kode salker) 
Kode Bagian Anggaran dan Eselon I : . .. .... ___ . .... .. (diisi kode BA dan Es. J) 

Nama Satker . " ".. . .. .. . .. (diisi nomenklatur satker) 
Kode Namar Register ... . .... .. . (diisi kode Register Hibah dimaksud) 
Kode Sumber Dana j Deskripsi : ........ " .... .. " .... (diisi kode Bebanl Nama Bebull, mis: 

DI PNBP) 
Kode Cara terik I Nama Cara tarik ' .• " ... ... ... (dUsi kode Cara lank 1 Nama Cara lan'le, 

mis . 01 Rupiah Muml) 
Nama Donor : ...... . . " .. .. .. . ..... (diisi nama Donor) 
Kod e dan Nama Mata Uang . .. .... .. . . . (diisi kode dan nama Mata Ua7lg, TIlis 

USDI US Dol/ar) 

Demikian kami sarnpaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dillcapkan tcrima 
kasih. 

Kepala Kanwil 

NIP 
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-

Nama Satker - ~ .. ~.- ... .. -.- .... - (1 ) 

Kode Satker ; .. - . ~ . - .. -.-.-.- (2) 

Nomor DIPA • (3) ".'''. OI ~ I ' ' ' ' 

Cara Penarikan ; • I • • •••• • • • • ' " (4) 

I LOAN/ 
KODE KEGIATAN! 

NO. 
REGISTER 

OUTPUT! 
KELOMPOK AKUN 

-

1 
1 

, 3 

1- . . ___ .. __ .. ___ •••.••• (5) ..... ..... .......... . _ (6) 

2_ .. -~- .. .. ....• . .. (5) .. " , (6) 

3. •• • u • _ _ • • • • '_0. ___ _ (5) .... I • • '.IIU • ... (6) 

TOTAL: 

Mengetahui 

KepaJa KPPN. , ... . ... .. .. . .. .. .... . ( 18) 

Nama ... .... . . " ..... , .. -........ -.- (19) 

I NIP .. . -..... .. ....... . ., ... (20) 
---

FORMAT DAFTAR SISA PHLNjPHDN 

-
DAFTAR SISA PHLN/PHDN 

-
PAGU DIPA 

REALISASI 
SALDO 

(Rp) 
SP3/SP2D 

(Rp) 
(~EL 

4 0 6 - (1 :)1 

___ __ ... ___ ..... .. (7) . ------_ ... ..... .. (8) . ... .......... .... (9) 

.. , ... .. " . , (7) - . ----~ ..... " .... (8) ....... '" . '"'''' (9) 

. " _" "" ,, . (7) ..... -- · "t o •• , . " (8) ." . , ", '' ,'' r, I " (9) 

• ~. 4 ••• __ .. (13) ........ " .. ( 14) .. " ........ .. " .(15) 
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LAMPIRAN II 
I~ R.'\T'-:!"'AN U1REf\TU~ ,JE:'.'DF.K'\l. PERBENDAHARAAN 
:>:()\\OR PER" jPRI.lO l8 
TENT .. \XG PE"ru<.Jt.;(o.: TEKNIS REVISl ANGGARAN YANG 
\IENJADI KEWENANGAN DIREh:.TORAT JENDERAL 
I'ERBENDAUARAAN PADI\. TAHUN AN(,..rGARAN 2018 

REALISASI PENERBITAN WA 

RUPIAH VALAS (US$) KETERANGAN 

7 .~ 9 
--

____ 04 _ _ •• ••• •• (10) ,. (11) .. , .. , .. ,_" . , (12) 

. .. ... " " .. (10) ,. --- .. .. (II) -- .. --- .. - .... . (12) 

. . ....... (10) " .---'-'-- ~' . ( J 1) • • • _ '~4 . 4 • .••• . (12) 

.. .. ... .. , (16) .. _--_ ... . . .. (17) 

. _ ... .. .. -" ... , .. .. .. .. .... .. . (21) 2018 

Kuasa Pengguna Anggaran. 

Nama .. .. .. .. .. _ .. .... .. .. _ ..... .-... (22) 

NIP/NRP .. .... .. .. .. . , .. , .. , . .. .. . (23) 
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PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR SISA PHLN/PHDN 

1. Diisi dengan nama Satker . 

2 . Diisi dengan kode Satker. 

3 Diisi dcngan Nomor DIPA SaLker. 

4 . Diisi dengan cara penarikan PHLN . 

5. Diisi dengan Nomor Register PHLN. 

6 . Diisi dengan Kode Kegiatan/Output/Kelompok Akun sesuai dalam DIPA. 

7 . Diisi dengan jumlah pagu dalam DlPA. 

8 . Diisi dcngan jumlah realisasi bruto. 

9 . Diisi dengan jumlah saldo (Pagu DIPA dikurangi Jumlah bruto realisasi 
PHLN) . 

10. Diisi dengan jumlah Rupiah realisasi penerbitan Withdrawal Application 
(WA) . 

1 I. Diisi dengan jumlah realisasi penerbitan WA dalam Valuta Asing. 

12. Diisi dengan hal-hal yang perlu diterangankan seperti closing date. 

13. Diisi dcngan total jumlah pagu dalam DIPA. 

14 Diisi dengan totaljumlah bruto realisasi SP3/SP2D . 

15. Diisi dengan total jumlah saldo. 

16. Diisi dengan total jumlah Rupiah realisasi penerbitan WA. 

17. Diisi dengan total jumlah realisasi penerbitan W A dalam Valuta Asing. 

18. Diisi dengan nama kota KPPN. 

19. Diisi dengan Nama Kepala KPPN. 

20. Diisi dengan NIP Kepala KPPN . 

21 Diisi dengan nama tempat Satker beroperasi, tanggal, dan bulan 

22 . Diisi dengan Nama Kuasa Pengguna Anggaran Satker yang bersangkutan. 

23. Diisi dengan NIP/ NRP Kuasa Pengguna Anggaran Satker yang 
bersangkuLan . 

-34-
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LAMPIRAN III 
PERo\itfRAN DIUEl\l'UR J£NDERAL PI::f<H1'::\ 1 JO\I f..\l-t .. \:\ \" 
NOMOR PER '\ I puno I ITS 
n:Nl'ANG I-JETUi'iJUK TEI\NIS R£.VISI .~,\GG:'H:":\ )"AN(. 
MI::NJADI I\P.Wf.SA~GAN DJREh:TOR:\T .'I-: '\ 11F.R:\ 1. 
PERBF.ND .. \HAI~.o\AN PI\OA TAH\.,.\" ,\\'liU·\I.::\ \" :!III.'" 

LOGO (1) 

KEMENTERIAN / LEMBAGA .. .... .. . ... .. . (2) } 
UNIT ESELON I .. . ..... .. . .. . . .. .... ... ... . (3) Kop 
Satker . .. ... ... .. ..... .. .. ... .... .... ....... .. .. (4) 
Alamat ..... ..... . ..... .. ... ....... :.:..' .. :.:... .. :.:... .. :.:... .. :.:.; .. :.:. .. :~ . . ....:.c:. •• _ -'-(=..5)'--. _____ _ 

RINGKASAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG 

1. Nama Pemberi Hibah ...... . ... .... (6) 

2 . Dasar Pemberian Hibah ... .. . .... ... (7) 
.~~~~------------- ---.---------.------~-----

3. Tanggal .. .. .. .. .. ... . , .. (8) 

4 . Nomor Register . . .. . .. .. .. ... ... (9) 

Dasar Nomor Register . . .. . .. . ... .... .. (10) 

r 

I 5 . 
--------

6 . Nama Penerima Hibah ... .. .. ...... . . (11) 

Masa Berlaku Hibah . .. .. .. .. ..... . .. (12) 

Jumlah Total Hibah yang : Rp ... .. .. .. .. (13) - ...... .. . .. (14) 
diterima (dalam bentuk uangl. ___ -:::-_____ . ______ -:-:-=-:-____ _ 

------I .Jumlah Hibah yang telah : Rp .. ... ... , .. (15) - .. ..... .... (16) 
di unakan s.d. tahun lalu 

10. Jumlah hibah yang digunakan 
-=--_ .. --- :-:--=-----
. Rp .. ... .. .... (17) = ......... .. (18) 

tahun ini 
Rincian : 
a . Belanja Pegawai (51) . Rp ..... .. .. .. (19) 

b . Belanja Barang (52) : Rp ." .. .... .. (20) 

c. Belanja Modal (53) : Rp .. .. . . .... . (21) 

d . Bantuan Sosial (57) : Rp ... .. ... ... (22) 

~l ~I ---S~l-· s-a-H~i~b-a~h~~~-~~~------: -R-p-.-.. -.. -.. -.. -.. --__ ~(~2~3)~__________ I 
12 Surat Ijin Pembukaan Rekening . ... . .. .... . .. ... (24) I 
Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ringkasan naskah perjanjian 
hibah ini disusun berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang ada pada Pejabat 
Pembua t Komitmen sebagai dasar pengaj uan Revisi DIPA sebagaimana diusulkan 

I melalui surat nom or ... .. . . (25) tanggal .... . ....... . (26) dalam rangka 
I penambahan pagu DIPA sehubungan dengan pencrimaan Hibah Lua r 

I
, Ncgeri/ Hibah Dalam Negeri dalam bentuk uang yang dilaksanakan secma 

langsung oleh Kementerian Negara/ Lembaga yang tcJah dihitung dan dialokasikan 
scsuai dengan standar biaya dan peruntukannya. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian 
had. terbukti pernyataan ini tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, 
saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara 
tersebut ke kas negara. 

Mengetahui, 

Kuasa PA, 

. . .. ....... . ............ (28) 

·35· 

• ,. .. ,. " I ) .. . ..... ... ....... (27) 
Yang Membual Pernyalaan 

Pejabat Pembuat Komilmen, 

.. . ....... .. . .. ... . , .. . .. ... . .. . .. (29) 
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PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH 
LANGSUNG 

1 Logo Kementerian / Lcmbaga. 
2 Oiisi nama Kementerian/Lcmbaga. 
3 Oiisi nama unit eselon 1. 
4 Oiisi nama Satker. 
5 Oiisi alamat Satker. 
6 . Oiisi nama pemberi hibah/donatur. 
7 Oiisi dengan nomor kontrak kerjasama/MoU pemberian hibah. 
8 Oiisi dengan tanggal kontrak kerjasama/MoU pemberian hibah. 
9 Oiisi dengan nomor register. 
10. Oiisi dengan dasar penerbitan nomor register yang diterbitkan oleh Kementerian 

Keuangan. 
11 . Oiisi nama penerima hibah. 
12 Oiisi masa waktu berlakunya pemberian hibah. 
13. Oiisi jumlah total hibah yang diterima (dalam Rupiah) 
14 Oiisi jumlah total hibah yang diterima (dalam valas ekuivalen nilai pada angka 8 ), 

apabila hi bah yang diterima dalam bcntuk valas. 
15. Oiisi jumlah hibah yang telah digunakan sampai dcngan tal1Un lalu (dalam Rupiah) 

untuk hibah bersifat multiyears. 
16. Oiisi jumlah total hibah yang telah digunakan sampai dengan tal1un Ialu (dalam 

valas ekuivalen nilai pada angka 9), apabila hibah yang diterima dalam benluk valas 
untuk hibah bersifat muitiyears. 

17 Oiisi jumlah total hibah yang digunakan pada tahun ini (dalam rupiah) 
18 Oiisi jumlah total hibah yang cligunakan pada tahun ini (dalam bentuk valas 

ekllivalen nilai pada angka 10) apabila hibah yang diterima dalam bentuk valas. 
19. Oiisi jumlah hibah yang digunakan untuk Belanja Pegawai (51) pada tahun ini. 
20. Oiisi jumlah hibah yang digunakan untuk Belanja Barang (52) pada tahun ini. 
21 Oiisi jumlah hibah yang digunakan untuk Belanja Modal (53) pada tahun ini 
22. Oiisi jumlah hibah yang digunakan untuk Bantuan Sosial (57) pada tahun ini. 
23 . Oiisi jumlah sisa hibah merupakan selisih total hibah yang diterima dengan yang 

telah digunakan. 
24. Oiisi nomor dan tanggal Surat Ijin Pembukaan Rekcning untuk menampung hi bah 

yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. 
25. Oiisi nomor surat usul pengesahan Revisi OIPA. 
26. Oiisi tanggal surat usul pengesahan Revisi OIPA 
27 Oiisi tempat dan tanggal ditandatangani surat ringkasan naskah perjanjian hibal1 

Iangsllng. 
28. Oiisi nama dan NIP pejabat Kuasa PA. 
29. Oiisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen. 

-36-
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LAMPIRAN IV 
PI::RATUI~\N DIRj~I\Tli R J END~.!i!.t\L I'EI<UE\ DJ\! !A){,·\A \ 
NOMOR PER· 7. /PB/'lOIB 
TEN'I'ANG PETU~JUK n:I~:-.'rs HEv lSI AMi(iAR:\N YA:\C 
MENJADI KEWENANGA.'I, D!I~EI\TORAT JI:-.:NDEI{.>\L 
PERBENOAHAR.'\AN PAD." TAH\,;N ,.\NGOARAN :l018 

CONTOH PERHITUNGAN AMBANG BATAS 

1. Simulasi Pertama, Perhitungan Ambang Batas Terhadap Penambahan 
Realisasi PNBP BLU Tahun Anggaran Berjalan 

Jan )>----------:;0) APril)>------7) Juli ) 

r---------~_ ~/ 
L"':::::::::::---V~--- ____ , 

Target PNBP: 
100M , Revisi II 

> Nev )~> 
~LVi-S;-IV------' Revisi III 

Pagu PNBP Revisll I • Peng gunaan Belanja 
PCllcatumull Awal 100 M s.d. ambang blll<--ls 

• Rcalis;';lsl PNBP 
125M • Rcvisi bc1anju s.d. 

umbung butas Saldo Awal :\!!lb,Jng I OM (rl~alisasi PNBP 
Kas 30M 

• Peng gunaan bclanja 
s.d. ambang balas: 
11M 

• Realisasi P\'I3P 
Il.ll"'. I 0% 110M). 135M 
Sulelu /\\>,'al • Amba ng Batas 

• Amba ng bUlas 10% 
x 110M 

• Amba ng B,nLls 
l'dS: 30M 10% x 100M ' 10M. 10% x 121M 111\1. 

II. 

• Sehing ga Total Pagu 
Belanja - 100M + 10 • Pagu Setclah Revisi: 

110+11 · 12IM 
• Pagu S':lelah 1~t'visJ: 

121 + 12 1:33 M 
M : IIOM 

( ----------------------------------------------------------' 
BLU harus melakukan revis; pencantuman salde awal sesuai ketentuan, paling lambat tanggal 30 April 2018. 

Perhitungan ambang b atas berdasarkan pagu DIPA yang bersumber dari PNBP, tidak 
termasuk RM 

Revisi pagu belanja dapat dilakukan sepanjang realisasi PNBP BLU terlampaui mau 
diproyeksikan akan terlampaui. 

Ambang batas dihitung berdasarkan pagu revisi yang terakhir. tidak termasuk 
penambahan pagu akibat penggunaan saldo awal. 

Revisi pagu belanja sampai dengan am bang batas ·dapat langsung disahkan Ka nwil 
DJPb, sedangkan revisi di atas ambang batas memerlukan persetujuan Men leri 
Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan, 

-----------------------------------------------------------------
Simulasi Kedua, Penggunaan Saldo Awal Kas BLU 

~' 

Jan > > April> ___________ "'->-i'._JU~1i ) ______ '\. 

~ 7 _ ~l 
r/ '~ ___ ~"" V 

Target PNBP . 100M 
Revisi untuk belanja yang langsung mendukung 

operasionaJJayanan BlU (termasuk menambah 
kapasitas layanan dan/atau meningkatkan kuaHtas Pagu Awal 

100 M 
Ambang Bala:-> : 
10% 
Salde awal 30M 

Revisi [ 
PcncalulTlun Saldo 
Awal Kas 30M 

37-

layanan) 
• penggunaan Salde kas - 30M 
• Total Pagu Setelah Revisi: 100 + 30 130 M 
• Tanpa persetujuan Dirjcn Perbendaharaan 

atau 

Revis; untuk belanja yang tidak langsung mendukung 
layanan 

• penggunaan Saldo kas = 30M 
• Total Pagu Setelah Revisi: 100 + 30 130 M 
• Harus mendapat persetujuan Dirjen 

Pf'rhpnriPl hRrPlPln .--/ 
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III. Simulasi Ketiga, Perhitungan Ambang Batas Terhadap Penambahan Realisasi 
PNBP BLU Tahun Anggaran Berjalan Dan Penggunaan Saldo Awal Kas BLU 

Jan > ) APril) ) Juli > 
~,_\._" ;ZS-SI-I--'" J/::'-iS-i -I1-~''\ / L-___ --... 

PNBP: Pencatuman' peng guna"n ( Bl'ViSi III 
100M Saldo Awal Saldo kas _ 10M Idalam ambang batasl 
Pagu PNBP Kas 30M • Total Pagu' Realisasi PNBP ~ 105M 
Awal Setelah Revisi: (atas realisasi PNBP di 
100 M 100 + 10 = 110 atas target sebesar 5M 
Amb<lng M akan digunakan 
H""" seluruhnya untuk 
10" '.. ,,"--------' menambah pagu belanja. 
Sa!c1u lIwuJ • Pcrhitungan a mbang 

3UM balas . 10% x {100M 
(Pagu "wal)) - 10M. 
Sehmgga untuk belanja 
dapat dilukukan scbelum 
pengesahan revisi D[PA 
batas, 

• Total pagu setelah I~evisi 
110M + 5M · 115M. 

• Ambang batas baru -
10%x105M (Pagu PNBP ) 
terakhir) - IO.SM 

)oes) > 
~<Vl"'b' 

ambang bataJ;} 
• Realisasi PNllP 135M {ma, 

realisasi PNBP tsb akan 
digunakan untl.lk 
menambah pagu belanja 
sebesar 12M 

• Pcrhitungan ambang balas 
10% x {105M (ragu 

terakhir udC;lk lcrnl<lsuk 
revisi penggunaan saldo 
kas)) - 1 O.SM. Sehingga 
un lUk mcnggunakan 
belanja tsb. harus mcmtnta 
persetliJuan Mcnkcu c.q. 
Dirjen Perbcndaharaan 
sebelum pengesahan rev lsi 
DlPA . 

• Pagu Setelah Revisi: 115 + 
12 ~ 127M 

BLU harus melakllkan revisi pencantllman saJdo a\Val sesuai ketentuan. paling lambat 
tanggaJ 30 April 2018. 

Revisi penambahan pagu belanja dapat diJakllkan sepanjang realisasi PNBP ULU TA 
Berjalan terlampaui atau diproyeksikan terlampaui. 

Ambang batas belanja dihitung berdasarkan pagu revisi yang terakhir, tidak termasuk 

\ 

penambahan pagu akibat penggunaan salda awaJ. J 
Revisi pagu belanja sampai dengan ambang batas dapat langsung disahkan di Kan\I'iI 
DJPb. 
'---------

R'ARJOWIRYONO 'Y 
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LAMP IRAN V 
rER"\Tt.:rH:'i DlREKTUR JENDERAL PERBI~NDAH .. 'H:A:'!\ 
\OMOR I'EI~ 3 /PB/201B 
TI~NTA~O PETUNJLT], TEKNIS R(:;V1S] :\I\GOAI<":\N Y/\N(j 
~1 ENJADI [(EWENt\NG AN 01 R.E,,·r'o~.-\'(' JE:\ J)t::RAJ. 
P[~I<:BI::\;-).'\II'\!·::\J\\ PAlM T.'\f-ll.' ~; .'\.'\GG,\RAN 2018 

CONTOH ILUSTRASI TERKAIT BELANJA DALAM RANGKA OPERASIONAL LAYANAN 

A .Sebuah Rumah Saki I BLU bermaksud untuk menggunakan saldo awa! untuk 
belanja berikut ini: 
I PerJuasan ruang IG 0 
2. Pengadaan 1 set alat kesehatan berupa et scan 
3 Pengadaan 3 unit komputer, dengan rineian: 

• Satu unit komputer untuk digunakan di ruang kerja direktur 
• Oua unit komputer untuk digunakan di Jayanan rawat inap 

BeJanja penggunaan sal do awal di alas dapal dikeJompokkan berdasarkan 
kewenangannya sebagai berikut: 

-" 

L __ KeperJuan Belanja Ijin Menkeu 
Oirjen 

Perbendahar 

e.g. 

aan 

I I. 

2 . 

3. 

, 
4 

PerJuasan ruang lGO 

-

Pengadaan 1 set alat 
kesehatan berupa et scan 

Pengadaan satu unit 
komputer untuk digunakan 
di ruang kerja direktur 

PCl1gadaan dlla unit 
komputer untuk digunal<an 
(iJ layanan rawat inap 

Oalam rangka 
operasional 
Jayanan 

Oalam rangka 
operasional 
Jayanan 

Bukan dalam 
I rangka operasional 

Jayanan 

OaJam rangka 
operasional 
Javanan 

X 

X 

~ 

X 

L L " 

B Sebuah Perguruan Tinggi Negeri BLU bermaksud untuk menggunal<an saldo awal 
untuk remunerasi karena reaJisasi pendapatan tahun anggaran berjalan tidak 
memenuhi kebutuhan untuk alokasi remunerasi. Penggunaan saldo untuk beJanja 
lersebut termasuk beJanja dalam rangka operasional Jayanan yang tidak 
membuluhkan ijin Menteri Keuangan e.g. Oirjen Perbendaharaan. 

HARAAN, 
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LAMPI RAN VI 
PERATUR.4.N DIREKTUR JENOERAL P[HWf;~[)AHAf~AA.'\i 
NOM OR PE;R- 3 /PB/2018 
TENTANG PETUNJUI\ TEI,NIS REVIS! AN(;GAR:\N YANt; 
\1E;\,J~DI KEWENANGAN DIREKTORI\T JENDf.RAL 
f'ERBENDAHAf~AAN PADA TAHUN .. \NGGARAN 2018 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN 

LOGO (1) 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 

I Hal 

S· j 
Segera 

j20XX (tanggal-bulan) 20XX 

(Permohonan Penggunaan Saldo Awal Kas untuk 8elanja 
bukan untuk Operasional Layanan)* 
pada BLU . ,., (2) 

yth Menteri Keuangan R.1. 
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan 
di Tempat 

Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11jPMK.02j2018 Lentang 
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018, dokumen terkait perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran BLU .. , (2) berikllt ini: 

1. DIPA Petikan BLU No .. (3) Tanggal .. . (4) kode digital stamp .. . (5) 
2. Rencana Strategi Bisnis dan Standar Pelayanan Minimum Ta hun ... sjd .. . (6) ; 
3. Rencana Bisnis dan Anggaran tahun Anggaran berjalan; dan I 
4. Rencantl penggunaan saldo awal untuk belanja bukan dalam rangka 

operasional layanan, 
Dengan ini kami mohon persetujuan penggunaan saldo awal untuk belanja bukan 

dalam rangka operasional layanan untuk BLU . .. (2) sebesar Rp .. . (7) 

Kami sampaikan bahwa berdasarkan reviu aparaL pengawas internal kami. 
rencana penggunaan saldo awal untuk belanja bukan dalam rangka operasional 
layanan*) dimaksud sudah sesuai dengan RBA dan masih sejalan dengan RSB dan 
Renstra KjL. Sebagai bahan pertimbangan. bersama ini juga dilampirkan data 
dukung berupa: 

a . Matriks perubahan (semula-menjadi) DlPA Petikan dalam rangka belanja 
penggunaan saldo awal); 

b. Ikhtisar RBA; dan 
c Copy DIPA Petikan terakhir. 

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih . 

MenterijPimpinan Lembagaj KeLua 
a.n. Dewan Kawasan . .. .. .... .. ... . .. . ... (8) 

Sekretaris Jenderalj Sekretaris Utama 
Sekretarisj Pejabat Eselon I .. .. .. (9) 

." ..... .. .. ... .. . .... ... . .. .. .. .. .... .. ...... . .... .. ( I 0) 
NIP . .... .. .. .. ...... .. ... .... " .. ,., . .. .=l!-"-11)_ 
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PETUNJUK PENGISIAN 

1. Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga. 

2 . Diisi dengan nama BLU. 

3 . Diisi dengan Nomor DIPA. 

4. Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun DIPA. 

5. Diisi dengan kode digital stamp. 

6 . Diisi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dari Rencana Strategis Bisnis dan 
Standar Pelayanan Minimum dimaksud 

7. Diisi dengan jumlah belanja penggunaan saldo awal yang dimintakan 
persetujuan (dalam angka dan huru!); 

8 . Diisi dengan Nama Kementerian/Lembaga; 

g . Diisi dengan nama Jabatan yang menandatangani surat pengaJuan usulan 
persetujuan. 

10. Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat pengajuan usulan 
persetujuan. 

11. Diisi dengan NIP/NRP pejabat yang menandatangani surat pengajuan usulan 
persetujuan. 

-41 · 
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No. Uralan 

I Program (2) 
2 Kegiatan ... (3) 
3. Keluaran 

loutput). (41 

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI) 
Dalam Rangka Penggunaan Saldo Awal 

B10 . . .. .. (1) 

Menjadi 
-

I Semula 8elanja Bclanja bukan 
dalam rangka dalam rangka 
operasional opera sional 

la),anan l'!lanan ' I 
I I 
I I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
• Volume I'" lSJ . (61 I .. ·FI .1.8L~ 

I -• Jen is 8elanja .. (9) .. POI .. . PI) 
• Rupiah Rp .... (12) Rp . ... (13) I Rp .... (14) RE' 151 

Penje1asan rencana penggunaan Saldo Awal bukan dalam rangka opera sional 
layanan untuk jenis Belanja Modal *) 

• Penggunaan Saldo Awal bukan dalam rangka operasionallayanan un tuk 
jenis Belanja Modal digunakan untuk pengadaan .. (16) sebanyak ... (17) 

• Penggunaan Saldo Awal untuk pengadaan barang dimaks ud dilakukan 
karena . (18) 

*) dimintakan ijin penggunaan 

Keterangan : 

1. Diisi dengan nomenklatu r BLU. 

2. Diisi dengan Program yang direvisi. 

3 Diisi dengan Kegiatan yang direvisi. 

4 Diisi dengan Keluaran (Output) yang direvisi (termas uk apabi/a terjadi 
perubahan jenis Keluaran (Output)) . 

5 . Diisi dengan volume Keluaran (Output) awal sebe1um Revisi Anggaran . 

6 . Diisi dengan volume Keluaran (Output) akhir setelah Revisi Anggaran yang 
direncana kan untuk bela nja operasionallayanan. 

7 Diisi dengan volume Kcluaran (Output) a khir se telah Revis i Angga ran ya ng 
direncanakan bukan untuk belanja operasionallayanan . 

8 Diisi den gan penambahanj pengura ngan volume Keluaran (Output) se lelah 
Revisi Anggaran, 

9 Diisi denga n jenis belanja awal (belanja barang alau belanja modal) sebelulTI 
Revisi Anggaran. 

10 Diisi dengan jenis be1anja akhir (belanja barang atau belanja modal) se telah 
Rcvisi Anggaran yang di rencanakan un tuk belanja operasional layana n. 

II Diisi dengan jenis belanja akhir (belanja barang atau belanja modal) sele lah 
Revisi Anggaran yang direncanakan bukan untuk bela nja operasional 
layanan 

-42 -
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12 Diisi dengan alokasi anggaran awal sebelum Revisi Anggaran. 

13 Diisi dengan alokasi anggaran akhir setelah Revisi Anggaran (belanja barang 
atau belanja modal) yang direncanakan untuk belanja operasional layanan. 

14 Diisi dengan alokasi anggaran akhir setelah Revisi Anggaran (belanja barang 
atau belanja modal) yang direncanakan bukan untuk belanja operasional 
layanan . 

15. Diisi dengan penambahan/pengurangan alokasi anggaran setelah Revisi 
Anggaran . 

16. Diisi dengan nama barang yang akan diadakan. 

17 Diisi dengan jumlah barang yang akan diadakan. 

18 Diisi dengan alasan penggunaan Saldo Awal untuk pengadaan barang yang 
akan diadakan . 

:;lERAL PERBENDAHARAAN , 

1>~ /J~~M~ 
:~~:::::'H"~ONO'& 
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I 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

LAMPI RAN VII 
PI~R'\TURAN UJHEI,Tl;H JENDERAL PE!{HE\l),\\l.'\H·\'-\'\ 
NO~'Oh! PI':R- 3 IP8/2018 
TEN1',\ 1\G PETUNJL:I, TEKN!S I-II::YISI :\\'GI i:\!~\ '; \ :\'\t.; 
ME~,JADI h:r:::WE"I'~'Wt\:-; D1REI,TURAT .I E;'<U!',/Z·\i. 
P~R6ENDAHAR(\AN PADA TAHIJN ANGCI.,\R.;\,:,' 20;8 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN BELANJA 

PENGGUNAAN SALDO AWAL KAS 

S- /MK.5/20XX 
Segera 

, ~ '\IKE'\J 

l G.~RUDA 
t:.\'A~ 1 

Persetujuan Belanja Penggunaan Saldo 
Awal Kas 
pada BLU .. . . (1) 

Yth . Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan ... (2) 
u.p. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon 1 .. (3) 
Di Tempat 

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor ..• (4) Tanggal.. .. . ,. (5) yang diterimCi 
secara lengkap pad a tanggal .. (6), dengan ini kami sampaikan persetujuan 
penggunaan saldo awal untuk belanja bukan dalam rangka operasional layanan 
sebesar Rp .. (7) dan menyebabkan penambahan pagu anggaran. 

Pelaksanaan anggaran BLU sebagai akibat dari persetujuan ini menjadi 
tanggung jawab pemimpin BLU dan tetap hams mempedomani peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

(8) .. .. ... ..... . .. ... .... . .. , .. . .. . .... ............ . 

a.n. Menteri Keuangan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan , 

.. .. .. .. .... . .. .. .. . ..... .. .. .... . ...... ....... (9) 

NIP . ....... . .. .... .... .. .. .. .. . . .. ...... ( 1 0) 

I 

I L -.) 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN 

PENGGUNAAN SALDO AWAL KAS 

1 Diisi dengan nama BLU 

2 . Diisi dengan uraian nama jabatan Menterij Pimpinan Lembaga. 

3 . Diisi dengan uraian nama jabatan pejabat unit eselon I. 

4 . Diisi dengan nomor surat pengajuan usulan persetujuan belanja. 

5 , Diisi dengan tanggal surat pengajuan usulan persetujuan belanja. 

6 , Diisi dengan tanggal diterimanya surat pengajuan usulan persetujuan 
belanja. 

7 , Diisi dengan jumlah saldo awal yang akan digunakan \.lntuk belanja 
bukan dalam rangka layanan 

8 . Diisi dengan nama kota, langgal, bulan, dan lahun surat persetujuan 

9 . Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat persetujuan 

10. Diisi dengan NIP pejabat penanda tangan surat persetujuan. 
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LAMPIRAN VIII 
PEIMTURAN DJRF.h:TUk' .JF.NlJE){AL f,lIW13EN!):\H:\fH,\N 
NOMOR I,IER·3 ,. P8/'.;!O 18 'l'ENTI\NU IJETU:'IlJUI\ TEl-. \18 
REVISI A!\GGt\RAN V .. \NO MENJAD! KEWEl'iANGA!\' 
DIREh:l'ORAT JENDF.I~AL PEHBENDAHARAAN PADA 
TAHLJ\ t\NGGARt\;\j 2018 

CONTOH ILUSTRASI TERKAIT TUNGGAKAN YANG AKAN DIBAYARKAN 

MENGGUNAKAN SALDO AWAL BLU 

A. Sebuah Satker BLU bermaksud belanja tunggakan pembayaran barang/jasa 
yang telah selesai pengerjaannya pad a tahun anggaran sebelumnya namun 
belum dibayar. Contoh ilustrasi tunggakan pembayaran barang/jasa layanan 
BLU dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

No Jcnis Tunggakan 

r Mekanisme Revisi DIPA BLU berupa 
Penggllnaan Salelo Awa! 

Tanpa Surat Dengan Sura t 
Pernyataan KPA, Pernyataan K PA, 

Verilikasi APIP. atau Verilikasi APIP, 

f-BIDANG KESEHATAN: 
- - Verifikasi B PKP 

, ..... 

atauJ 
<P Verifikasi BPI 

~ 

I 

I 

- -

~ 1 Pengaelaan mobil ambulans -

~ 
Pcngaelaan alat kesehatan habis pakai ..j 
Uarum suntik; perban) 

. 

3 
Pengadaan alat kesehatan tielak habis . 

I pakai leT Scan; Rontgen) 

4 I Pengaelaan komputer untuk digunakan . 
" . eli layanan rawat inap 

5. Pengaelaan obat-obatan -:;r . 
6. Pengaelaan ruang IOD - \ 

BIDANG PENDIDIKAN: 
- ------

-I Pengadaan buku htcratur pcrkuhahan 

Pengaelaan bahan habis pakai 
2. laboratorium 

3 pengaelaan peraJatan laboratorium 
-p -

B Revisi DIPA BLU berupa penggunaan saldo awal Tanpa Surat Pernyataan 
KPA. Verifikasi APIP. atau Verifikasi BPKP. diperuntukkan untuk 
pembayaran tunggakan pada bahan habis pakai dalam rangka menghasilkan 
layanan BLU 
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LAMPI RAN IX 
PERATURAN DJREKTUR JENDER>\l. PERSF.;NDAHARAAN 
NOMOR PER· 3 /PB/2018 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS REVIS] ANGGf\R .. \N 'l'l\NG 
MENJADI KEWENANOAN DIREKTORAT JENDERAL 
PERBENDAHf\RAAN PADATAHUN ANGGAR .. \N 2018 

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI) 

Revisi DIPA Petikan BLU berupa Pencantuman Saldo Awal Kas 

BLU , .... .... (1) 

TAHUN ANGGARAN ..... (2) 

No. Uraian Semula Menjadi 

1 Program .. (3) 

2 . Saldo Awal Kas Rp.xxx.xxx (4) Rp.yyy.yyy (5) 

Keterangan: 

1. Diisi dengan nama BLU 

2. Diisi dengan Tahun Anggaran pelaksanaan revisi 

3. Diisi dengan Program yang direvisi. 

4. Diisi dengan jumlah saldo awal kas sebelum Revisi Anggaran (dalam hal ralat 
saldo awal kas) 

5. Diisi dengan jumlah sal do awal kas setelah Revisi Anggaran 
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LOGO [1) 

LAMPIRAN X 
PERA1'URAN D1REKTUR JENDER>\L PEROF:~ D,'\H ;\I~i\." ;\ 
NOMOR PER· 'l / PB/20IS 
iENTANG PETUNJU,i( TEKN IS REVI SI ANGGAR.:\1' \ 't\\G 
MENJADI KeWENANCAN DlREKTor~.-\T JE:-':IJER.-\L 
PERBEND,Ar.HARAAN PAOA TAHUN :\:-.:GGAU,\:-' .W! S 

FORMAT SURAT PERNYATAAN REVISI RBA DEFINITIF 

KEMENTERIAN/LEMBAGA .. ....... .. .. . 
UNIT ESELON I .... ... . .. .. ..... .. .. .. ... ... .. 
Satker .... .... . .... " " " " "' .. .. " .. .. .. . .. . 

Kop Sural 

____ Alamat . .. .. " .. .. ..... ... " .... .. " ..... .. 

(2) • 

[3) j 
[4) 
[5) 

SURAT PERNYATAAN REVISI RBA DEFINITIF 
NOMOR : " " " ' '' ' '' '' ' ''' .. . " " ... . .. ........ " .. .. " '" (6) 

Untuk memenuhi kelengkapan usulan pengesahan revisi DIPA BLU , kami yang 
bertanda tangan di bawah ini: 

: .. ... .. .. .. ..... .. [7) 
: . .. . .. .. . .. " .. .. . (8) 

Nama 
NIP/NRP 
Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*) 

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal·hal I 
sebagai berikut: . 

Telah dilakukan Revisi RBA Definitif sesuai dengan ketentuan dan telah disahkan I 
oleh Pemimpin Satker BLU / Pemimpin Satker BLU dan diketahui oleh Dewan 
Pengawas H) pada tanggal ... . .. .. .. (9) . I 

2 . Telah dilakukan penelaahan atas a10kasi belanja sesuai ketentuan peraturaJ1 
perundang·undangan dalam hal diperlukan. I 

3 Dokumen·dokumen yangdipersyaratkan dalam rangka Revisi RBA Definitif telah 
disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh BLU dan siap untuk diaudit 
sewaktu·waktu. 

4 . Ka mi bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari terbukti pernyataan 
ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya , dalam keadaan 
sad aI', dan tidak dibawah tekanan. 

") corel yCl ng lidoJ...: perlu 

.. .. .. .... ... ....... ... .. , .... . " ..... .. .. .. .... (10) 

Kuasa Penggl.lna Anggaran 

Materai 
6000 

. ....... ... ........ .............. . .... ...... ..... . [11) 
NIP/NRP . ..... .. " .. .. .... .. . " .. ... .. . " ... (12) 

U) coree ya ng lidak perlu sesuai dellgan kewellcmgcUI reuis l RBA DefiniflI 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN 

REVISI RBA DEFINITIF 

1. Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga. 

2 . Diisi dengan uraian nama Kementerian/Lembaga. 

3 Diisi dengan uraian nama unit Eselon I. 

4. Diisi dengan uraian nama Satker BLU. 

5 Diisi dengan alamat Satker BLU 

6 . Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Revisi RBA Definitif. 

7 Diisi dengan nama pejabat penanda tangan Surat Pernyataan Revisi RBA 
Definitif. 

8 Diisi dengan NIP / NRP. 

9 . Diisi dengan tanggal pengesahan Revisi RBA Definitif. 

10. Diisi dengan tempat dan tanggal. 

II . Diisi dengan nama Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. 

12. Diisi dengan NIP/NRP. 

NOtY 
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. I 
\ . 

LAMPIRAN XI 
PERr"['URAN DIREKTUR JENDER."-!. PERBENIJAI-iARAr\1\ 
NOM OR PER· 3 /PB/2018 
TENTANC PETUNJUK TEKNIS REVISI I\NOOARAN YANG 
MENJAD[ KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL 
PERBENI1 AHARAAN PADA TAHUN ANQCARAN 2018 

FORMAT SURAT KETERANGAN SALDO AKHIR KAS BLU 

KOP SURAT KPPN 

SURAT KETERANGAN SALDO AKHIR KAS BLU 

NOMOR : ........ . .... ... ..... .. .. ....... ......... ........... (1) 

Berdasarkan surat pemlmpm BLU .. .. .. (2), Nomor ..... (3) tanggal .. .. . (4) 

mengenai permintaan konfirmasi saldo akhir kas BLU Tahun Anggaran ., .. . (5) , 

yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa BLU .. .. . (2) , 

berdasarkan SP2B BLU terakhir Triwulan IV tahun anggaran .. . " (5) Nomor 

(6) tanggaL. .. (7), Nilai saldo akhir kas BLU adalah sebesar Rp . .. . .. ( .. , I 

(8) , 

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

. ... ...... .... .. .. .. .. . .. ... , .. .. .. ... .... .. .. ..... . (9) 

Kepala KPPN .. .. .............. .... .. .. (10) 

Cap dinas 

.. ........ .... .. .. ... .. ... .. ...... .. ........ ..... (11) 

NIP . .. . .. . .. . ...... .. .. . _ .. .. .. .. .. ,. , .. ... . (12) 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN SALDO AKHIR KAS BLU 

1. Diisi dengan nomor Surat Keterangan . 

2. Diisi dengan nama BLU 

3 . Diisi dengan nomor surat permintaan konfirmasi saldo akhir kas dari BLU. 

4 . Diisi dengan tanggal surat permintaan konfirmasi saldo akhir kas dari BLU 

5 . Diisi dengan tahun anggaran SP2B BLU. 

6 . Diisi dengan nomor SP2B BLU triwulan IV yang tercetak paling terakhir. 

7. Diisi dengan tanggal SP2B BLU triwulan IV yang tercetak paling terakhir .. 

8 . Diisi dengan jumlah sal do akhir kas BLU dengan angka dan huruf. 

9 . Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat keterangan. 

10. Diisi dengan nama KPPN . 

11. Diisi dengan nama Kepala KPPN. 

12. Diisi dengan NIP Kepala KPPN. 

DERAL PERBENDAHARAAN , 
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LAMPI RAN XII 
Pl;:RATCI..!,'N O~E:KTUR JENDERAL PEr.mENDAHARAA!\ 
NO~WR Plm· :; I PB/20 18 
TE:\TANO PETlJNJUK TEKNIS REVISl AN<JOARA.\ v .. ,NO 
ME;\JADI KEWENANGAN DIREKTORAT JENDER"!. 
PERBt-;NDMIA/-lMN PADATAHUN ANGCARA:'Ii :lUIS 

FORMAT SURAT RESUME PENDAPATAN DAN BELANJA BLU 

RESUME PENDAPATAN DAN BELANJA BLU 

A Kementerian/Lembaga .... .. .. " ... ... . .. .. ". .. .. (1) 
B . Unit Eselon I . .. .... .... .. .. .. .... ... ... . .. ..•.. ...... (2) 
C. BLU ... . ..... .. .. " .. ... .. .. .. " . ... .. .. ... ... .. ... " .. . . (3) 
D. Provinsi .. .. . .. ........ .. ... .. . "...... .. ... .... .. ..... .. . (4) 
E Lokasi .. . .... .... .. .. ...... ... .. .... ...... ..... ... .. ..... (5) 

1. PENGESAHAN REA DEFINITIF /REVISI RBA DEFINITlF *J OLEH: 
A. PEMIMPIN BLU 
Tanggal: .... " ." .. .. (6) 

B DEWAN PENGAWAS H) 
Tanggal: .... ........ . (7) 

11. PENDAPATAN DAN BELANJA BLU 

Uraian 
Target/ 

Prognosa 
TA 20xx 

I Pendapatan 
1. Pendapatan dari Jasa 

Layanan 
2. Hibah 
3 . .. .. ... 

Jumlah Pendapatan 

II. Belanja 
...... . "" .. .. (8) 

1. Pendapatan dari Jasa 
Layanan 

2. Hibah 
3 .. ... . . 

Jumlah Belanja 

*J Caret yang tidak perlu 

TA 20xx-l TA20 xx·2 

.. ... .... . .. " . (9) .. .. ~ ... .... ... . (10) 

....... , " .... " .... (11) 

Kuasa Pengguna Anggaran . 

.. .. .. .. .. .... . .. .. ....... .. (12) 

NIP(NRP .. " .. .... ..... (13) 

HJ Dalam hal revisi RBA Definitif perlu diketahui Dewan Pengawas/ Pejabat yang ditunjuk oleh 
Menteli/ Pimpinan Lembaga untuk melaksanakan tugas Dewan Pengawas 
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PETUNJUK PENGISIAN RESUME PENDAPATAN DAN BELANJA BLU 

I Diisi nama Kementerianj Lembaga beserta kodenya . 
2. Diisi nama Unit Eselon I beserta kodenya. 
3. Diisi nama BLU beserta kode Satkernya . 
4 , Diisi provinsi lokasi BLU beserta kodenya. 
v . Diisi lokasi BLU berada beserta kodenya. 
6 . Diisi tanggal pengesahan oleh Pimpinan BLU. 
7. Diisi tanggal pengesahan oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang diLLllljUk. 
8 . Diisi targetjprognosa pendapatan dan belanja pada TA 20XX. 
9 Diisi realisasi pendapatan dan belanja pada TA 20XX-l. 
10. Diisi realisasi pendapatan dan belanja pad a TA 20XX-2 . 
II . Diisi tempat, tangggal, bulan, dan tahun. 
12 , Diisis nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran. 

13 . Diisi NIP/NRP Kuasa Pengguna Anggaran. 
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LAMPIRAN XIII 
PERXfURAN OI~EKTUR JENL>E:RAL PI:;RlJE~D:\Ii .'\ I< .. \A\ 
NOMOR PEU 3 I PB / 20IH 
1'ENTANG P£TUNJUI\ °rEKNIS REVISI AX('GA!{ .. \ X \ :\ NG 
MEKJADI KEWENANG,\N DIREKT()R,\T .fENDI:::f< .. \(. 
PF:R'BE 1\ODAII .. \R:\:\N P,\DA TAHL't'{ .'\NaGI\RA~ 2018 

A. FORMAT SURAT PENGESAHAN REVISI ANGGARAN PADA DIT. PA 

i : 
• J 
• • 

--K-EME;:::N~T""E:::R:::IAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN 

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

: S· .. , .. . ... .. . .. ... .. . .. .. . .... (2) 

I Yth. 

: Segera 
: Satu Berkas 
: Pengesahan Revisi Anggaran 

I , Pimpinan unit eselon I ... , 
2. Kepala KPPN .. ... ' (5) 
Di Tempat 

... (4) 

Alamat.. .... . . . (1) 

. . .. .. .. .. . ... . .. . . (3) 

I Sehubungan dengan surat usulan Revisi Anggaran nomor. . .. .. ... (6) Tanggal .. , (7) 
dengan ini kami sarnpaikan: 

Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan Database RKA·K/L DIPA pada Kementerian 
Keuangan telah diperbaharui , 

2 Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pen gam an (Digital Slamp) DIPA Petikan yang 
digunal<an sebagai dasar transaksi berubah menjadi ' .. ... (8) 

3 . Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala 
KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA 
Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi teriampir. 

Demikian disarnpaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab 

Direktur Pelaksanaan Anggaran 

.. .. . .. .. .. (9) 

NIP .. .. . .. .. .... ....... .. ... .. .. . .. (10) 

Tembusan: 

1. MenterijPimpinan Lembaga .. .. . .. .. (11); 
2 . Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
3 . Gubernur. .. .. .. (12); 
4 Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGESAHAN REVISI ANGGARAN PADA 

DIT. PA 

I , Oiisi dengan alamat Oirektorat Pelaksanaan Anggaran. 

2 . Oiisi nomor surat Pengesahan Revisi Anggaran. 

3 . Oiisi tanggal surat Pengesahan Revisi Anggaran 

4 Oiisi dengan nama unit eselon I K/L. 

5. Oiisi dengan KPPN yang yang melakukan pembayaran. 

6 . Oiisi dengan nomor surat usulan Revisi Anggaran. 

7 . Oiisi dengan tanggal surat usulan Revisi Anggaran. 

8 Oiisi dengan kode Digital Stamp baru. 

9 . Oiisi dengan nama Oirektur Pelaksanaan Anggaran 

10. Oiisi dengan NIP Oirektur Pelaksanaan Anggaran. 

11. Oiisi dengan Menteri/ Pimpinan Lembaga Satker yang direvisi. 

12 Oiisi dengan Gubernur terkait. 

" JU',L PERBENOAHARAAN, 

ARJOWIRYONO ~ 
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B. FORMAT SURAT PENGESAHAN REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DJPb 
., KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN .. . . . . .. (1) 

AlamaL . . .. . . . . (2) 

Nomor 
Sifal 
Lampiran 
Hal 

: S· ... .. .. ... ... ... .. ... .. .... .... . (3) . .. , ... .. . ..... (4) 
: Segera 
; Satu Berkas 
: Pengesahan Revisi Anggaran 

I. Kuasa Pengguna Anggaran Satker ....... .. (5) 
2. Kepala KPPN ...... . (6) 
Di Tempal 

Sehubllngan dengan sural uSulan Revisi Anggaran nomor .. . .. ... (7) Tanggal .. .. ... (8) 
dengan ini kami sampaikan: 

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan Database RKA-K/L DIPA pada Kementerian 
Keuangan telah diperbah<trui. 

2 Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (Digital Stamp) DIPA Petikan yang 
digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi .. .. .. .. .... (9) 

3 Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi. Kuasa Pengguna Anggaran dan Kcpala 
KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA 
Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir. 

Demikian disampaikan, llntuk dilaksanakan dengan penuh langgungjawab. 

Kepala Kanwil DJPb .. . (1) 

.... .... .... .. . .. .. ........... .. ...... . (10) 

NIP .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . (II) 

Tembusan . 

1 Menteri/Pimpinan Lembaga .. ... .. . . (12) ; 
2 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
3 Gubernur .. .. .... (13); 
4 Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGESAHAN REVISI ANGGARAN PADA 

KANWIL DJPb 

1. Diisi dengan KanwiJ DJPb yang mengesahkan Revisi Anggaran. 

2 . Diisi dengan alamat Kanwil DJPb yang mengesahkan Revisi Anggaran 

3 Diisi namar surat Pengesahan Revisi Anggaran. 

4 Diisi tanggal sural Pengesahan Revisi Anggaran 

5 . Diisi dengan nama dan kade Satker yang direvisi. 

6 . Diisi dengan KPPN yang yang melakukan pembayaran. 

7 Diisi dengan namar surat usuJan Revisi Anggaran 

8 Diisi dengan tanggal surat usulan Revisi Anggaran_ 

9 Diisi dengan kade Digital Stamp baru. 

10 Diisi dengan nama KepaJa Kanwil DJPb yang mengesahkan Revisi Anggaran 

II Diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJPb yang mengesahkan Revisi Anggaran 

12 Diisi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Satker yang direvisi. 

13. Diisi dengan Gubenur terkait. 

:'\-~'"S'U:i7r::if.liQJ. HARJOWIRYONO IV 

-57-

www.jdih.kemenkeu.go.id



LAMPIRAN XIV 
JlERATURA~ UIREKTl:R JENDERAL PERHEND:HIAHA:\!\ 
NOMOR PER· 3 /PB/2018 
TF.:NT,\NC PETl!N.JL!K TEKNIS RF.VISI .. \~GGt\RAN \'."NC 
MENJADI KEWENANGAN DIH:EKTORAT JENDF.RAL 
I'ERBENDAHARAAN PADATAHUN ANGGt\RAN 2018 

A. ALUR DOKUMEN DAN PROSES PENGESAHAN REVISI ANGGARAN 
PADA DIT. PA 

(Mekanisme penyelesaian revisi anggaran pada Oil. PAl 

Eselon I 

r---------------. 

Sunil Usulun Rcvisi 
Anggaran ; 
Data dan Dukumen 
p("ndukung 
(tcrmusuk 
persClUju[ln E~elon I, 
jiko u<ia) 

!IV11:',I'Jllh,dJ.l11 u ... ~diln 
r. ·\·\ .... 1 

....:.~I;." pt 1.1, .• k. U I 

r " \ "i"l 1",:',. 11".11\ 

Eselon I 

--') 

KPPN 

Keterangan: 

l 

" 
( 
\--~. 

T 

..... 11 11 

Direktorat PA DJPB 

;\1,'!: t'l llt ": u ",! l "' t. II J..:,,\ 1"1 

:\n ; ~~!. l r. ! I! d. -\ l,c-It '!lt',h..,p.lIl 

, h ol'; II I I IC l ill' t toil , klt ll i: 

LJp ; ~:.;d ... 
" 

','{'I :{,:.i 

!"I t ~ j ,. • 

r, 
~ 

'. 

- -----------. ' \ 

• "'tI! , .: !'" I" d~,!n 
, ) , 

, . till tk , ,I l l ", ... 11':: 

H'" !'l. tlli ,::rpI(j . 1',-:,,·, '. 1 i : . I'·' 

11<1111,)."", ·,I ... I"I!: . I';. ,oIt ,h!/' :" ~:: I'I,}' . I II'", ,r 

I Pimpinan unit eselon I K/L menyiapkan usulan Revisi Anggaran yang menjadi 
kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan dilengkapi dokumen 
pendukung. 

2 Direktorat Pelaksanaan Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran dan 
kelengkapan dokumen pendukung. 

3 Dalam hal usulan revisi yang diajukan tidak memenuhi syarat administrasi 
dan/atau bukan kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, maka loket/front 
office dapat mengembalikan surat usulan revisi melalui sistem aplikasi 

4 Dalam hal Revisi Anggaran ditolak, Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan akan menerbitkan surat penolakan Revisi Anggaran . 

5 Dalam hal Revisi Anggaran disetujui , Direktorat Pelal{sanaan Anggaran akan 
melakukan upload ADK RKA-K/ L DIPA ke server. 

6 Setelah ADK RKA-K/ L DIPA divalidasi oleh sistem, secara otomatis akan 
ditcrbitkan notifikasi dan kode digital stamp baru sebagai tanda pengesahan 
Revisi Anggaran. 

7 Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyampaikan surat pengesahan yang 
dilampiri notifikasi pengesahan Revisi Anggaran. 

8 . KPA melaksanakan Kegiatan berdasarkan pengesahan Revisi Anggaran dari 
Direktorat Pelaksanaan Anggaran . 
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B . ALUR DOKUMEN DAN PROSES PENGESAHAN REVISI ANGGARAN 
PADA KANWIL DJPb 

(Mekanisme penyelesaian revisi anggaran pada Kanwil DJPb) 

_ .. -. ,."...... K","' [ J ........ ~ .. , ... ' 
~ I '.n" .! .. " !:Juku." .... 

".""1,,1.,,,,/,\ \1<·u ... , .. .,I< 
, ..... _ ·" ., "' .. 1 E .... '"'' I. -.. 
.... . I"~ 

"<"'Hv",nhnJJ" ,., " .. ,,",,' 

SUr-a l p~· ... nl~.k .. n 1'<."",,», 

~,n~N"'~« n I ".:njo.lctTlb •• I,un 

KPA 

T 

SUI-HI p,"ng(' " "hu" .·~·vi .. ,. 
d,'nmp,,·, I"" ,nkn .. i ~'i""-r., 

.< J:> P N 

Keterangan: 

I( u n W A 1 I) J P B 

~,~ ,H:llti ~\.Inll l' ... ulull H."v !'., 
·· ... "KK ...... ln , I •• " l:<..,l~·,l~k"p. ,,, 
,h ,I(\lnH"~ p,· "d\.,I{\-\nK 

y 

I"· .. ·,"',.,,. 

'i" /",,.-I k'" s,·,-,,,·,. RI<A· 
I":/l.- DIPA 

NnUfiku .... dun ~iJoH .. rn: 
P""'l,{c .. uhnn Tf'V.:<i; 

• I": .. d~, cll!J'h;~/ .. ."(,,,-,P )'un..: bu.'"U. 

1 KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen 
pendukung melalui sistem aplikasi. 

2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meneliti usulan Revisi 
Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung. Salah satu dokumen yang 
dipersyaratkan adalah persetlljuan Eselon 1. 

3. Dalam hal usulan revisi yang diajukan tidak memenuhi syarat administrasi 
dan/atau bukan kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka 
loket/Front Office dapat mengembalikan surat usulan revisi melalui sistem 
aplikasi. 

4 Untuk usulan Revisi Anggaran yang ditolak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan akan menerbitkan surat penolakan Revisi Anggaran 

5 . Dalam hal Revisi Anggaran disetujui, Kantor Wilayah Direktorat -!enderal 
Perbendallaraan akan melakukan upload ADI< RKA-K/L DIPA ke server. 

6 . Setelah ADK RKA-K/ L DIPA divalidasi oleh sistem, secara otomatis akan 
diterbitkan notifikasi dan kode digital stamp baru sebagai tanda pengesahan 
Revisi Anggaran. 

7 . Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat 
pcngesahan yang dilampiri notifjkasi pengesahan Revisi Anggaran. 

8. KPA melaksanal<an Kegiatan berdasarkan pengesahan Revisi Anggaran dari 
Kantor Wilayah Direktorat -!enderal Perbendaharaan. 
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Nomor 
Sifat 
Hal 

LAMPIRAN XV 
PERATURAN OlREKTUR JENDERAL P£RBENDAHi\Rt\"\.N 
NOM OR PER· " IPB/2018 
TENTAl'\'G Ptr:rllNJUK TEKNIS REVIS! ANOCArV\N Y,\:'-;O 
MENJADI KEWENANGAN DIREKTORAT JENDEAAL 
I'ERBENDAHAR/\I\N PADATAHUN ANCG!\R/\N 201~ 

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMUTAKHlRAN DATA PETUNJUK 
OPERASIONAL KEGIATAN PAD A KANWIL DJPb 

KOP SURAT SATKER 

: S· ..... .. .. .. .. ......... .. . ...... . ( 1) 
: Segera 

Permintaan Pemutakhiran Data 
Petunjuk Operasional Kegiatan 

......... . .... 1.2 ) 

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.. . . .. ............... .. .. (3) 
Di .. .. .. . ... .. .... . (4) 

Sehubungan dengan adanya Revisi Anggaran pada KPA sehingga 
mengubah Petunjuk Operasional Kegiatan dan mengubah arsip data kompuler 
RKA·K/L pada Satker .. .. .. ... .... .... .. (5), dengan ini disampaikan: 

1. Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Database 
RKA·K/L DIPA pad a Kementerian Keuangan (ADK RKA·K/L terlampir) . 

2. Kebenaran formil dan materil atas da ta yang disampaikan dalam rangka 
pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan ini sepenuhnya merupak<ll1 
tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran 

Demikia n disampaikan, at as kerja samanya diucapkan terima kasih. 

Kuasa Pengguna Anggaran, 

.... .... .. ... .. .... .. .. .. .. .. . .. ... . . (6) 
NIP/NRP .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. (7) 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMUTAKHlRAN DATA 
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PADA KANWIL DJPb 

I Oiisi nomor surat permintaan pemutakhiran data. 

2 . Oiisi tanggal surat permintaan pemutakhiran data. 

3 . Oiisi dengan tujuan (Kepala Kanwil OJPb) 

4 . Oiisi dengan alamat Kanwil OJPb. 

5 . Oiisi dengan nama dan kode Satker meminta pemutakhiran da ta . 

6 . Oiisi dengan nama KPA. 

7. Oiisi dengan NIP / NRP KPA. 

ERAL PERBENOAHARAAN, 
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LAMPIRAN XVI 
PE:fMTl,tMN UIRE}o;T\.iR JENtJl:.K:\L j'EI<Bl::KDAHt\I .. :\.';' ~ 
;o.IOMUR I'I';R· ~ IPH/.WIS 
TENTANG P£Tl'~JUK TEKN IS REVISI .":'\Gr'M~:\,'" Y!\~'lI 
MENJADr K";WENANCAf' DIREJ.;TOVH .l1·:NIlEr.:.·\L 
PERBEND,\H.-\R .. \.;t,N PADA TAIIL: ' :\:-'(iG:\i< :\ :,\ 2Ul 8 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMUTAKHlRAN DATA PETUNJUK 
OPERASIONAL KEGIATAN PADA KANWIL DJPb 

.' "-
i . 

"', 

""'; .I 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN 

KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN " " ... " " (1) 
A1amaL .. "". (2) 

Nomor 
Sifat 

: S- .. ... .. " , .... " ... " " " ., .. " .(3) 
: Seger a 

I Hal : Pemberitahuan Pemutakhiran 
Data Petunjuk OperasionaJ 
Kegiatan 

Yth I Kuasa Pengguna Anggaran Satkcr . . . . (5) 
2. Kepala KPPN . " .. .. " . (6) 
Di Tempat 

Sehubungan dengan surat permintaan pemutakhiran data Pelunjuk 
Operasional Kegiatan nomor .. , ,, .. .. (7) Tanggai.. ..... (8), dengan tni kami 
sampaikan bahwa: 

1. Permint aan Pemuta.khiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan telah diterima 
dan Database RKA-K/ L DIPA pada Kementerian Ketlangan telah diperbaharui. 

2 . Proses pemutakhiran data sebagaimana dimaksud di atas hanya merupakan 
proses penyamaan data arsip data komputer atas revisi Petunjuk Operasional 

I 
Kegiatan. 

3. Kebenaran formil dan materil atas data yang disampaikan dalam rangka I 
I pcmutakhiran data Petunjuk Opcrasional Kegiatan ini sepen uhnya mcrupakan 

tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran. 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih . 

Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan ... (I) 

.. .. ' " '-''''' .. " ........ " . .. .... . (9) 

NiP .. .. .. " . " •. . . " .. . .. .. .. . " . (10) 

Tembusan: 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 

I 

# 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMUTAKHlRAN DATA 
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PADA KANWIL DJPb 

1. Diisi dengan Kanwil DJPB yang melakukan pemutakhiran data. 

2 , Diisi dengan alamat Kanwil DJPB yang melakukan pemutakhiran data. 

3 . Diisi nomor surat pemberitahuan pemutakhiran data. 

4 . Diisi tanggal surat pemberitahuan pemutakhiran data. 

5 . Diisi dengan nama dan kode Satker meminta pemutakhiran data. 

6. Diisi dengan KPPN yang yang melakukan pembayaran. 

7 . Diisi dengan nomor surat permintaan pemutakhiran data. 

8 . Diisi dengan tanggal surat permintaan pemutakhiran data. 

9 Diisi dengan nama Kepala Kanwil DJPB ya ng melakukan pemulakhiran data 

10. Diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJPB yang melakukan pemutakhiran data. 
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